
BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR 17- TAHUN 2018 

TENTANG 

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN 
TAHUN 2018-2025 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Rencana Umum Penanaman Modal, maka Pemerintah 
Kabupaten Gunung Mas menyusun Rencana Umum 
Pena.naman Modal Kabupaten Tahun 2018-2025 yang 
ditetapkan melalui Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalima.ntan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
4724); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049),· ---- - KA"UBBAG 1 ,ol.Bi-\G HUi< ,11 -> 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik [ndonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 
tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian 
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, 
Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Norn or 4861); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
215, Tembahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Tndonesia Tahun 2016 Nomor· 1 J 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) ; 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Rencana Urnum Penanaman Modal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42) ; 

11. Pera tu ran Presiden Nomor 39 Tahun 2014 ten tang 
Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang 
Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 93); 

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 
Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
210); 

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 
Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal 
Kabupaten/ Kota; - :--------<~o. G HU!Ulil. KASUi:lCAG · 
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15. Peraturan Daerah Provinsi Kalirnantan Tengah Nornor 
5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang WiJayah 
Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2035 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 
Nomor 5); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2010 Nornor 118); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nornor 8 
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gum.mg Mas Tahun 
2014 Nomor 210); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nornor 
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2016 Nomor 249); 

19. Peraturan Gubemur Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 65 Tahun 2015 ten tang Rencana Umum 
Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Tengah 
Tahun 2016-2025 (Serita Daerah Provinsi 
Kalirnantan Tengah Tahun 2015 Nornor 65); 

20. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fu ngsi serta Tata Kerja Dinas 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas 
(Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2016 Nomor 383); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM 
PENANAMAN MODAL K.ABUPATEN TAHUN 2018-2025. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas. 
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas. 

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala 

DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas. i<AoAG;'.~"J-•••: ·,p~l 
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6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD 
dalam penyelenggaraan urusa:n pemerintahan di Kabupaten 
GunungMas. 

7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan 
modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam 
modal asing untuk melakukan usaha di Daerah. 

8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya 
disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal 
di tingkat Kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah sesuai dengan rencana umum penanaman modal Provinsi 
dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten, serta berlaku 
sa:mpai dengan tahun 2025. 

Pasal 2 

RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang 
berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh 
kepentingan sektoral agar tidak menjadi tumpa:ng tindih dalam 
penetapan prioritas. 

BAB II 
SISTEMATIKA RUPMK 

Pasal 3 

(l) RUPMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan sistematika 
sebagai berikut: 
a. pendahuluan; 
b. asas dan tujuan; 
c . potensi dan realisasi penanaman modal; 
d. visi da:n misi penana:ma:n modal; 
e. arah kebijakan penanaman modal; 
f. peta panduan (road map) implementasiRUPMK; 
g. pelaksanaa:n; dan 
h. penutup. 

(2) RUPMK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam La:mpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 
Pemantauan 

Pasal 4 

Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan 
kebijakan penanaman modal Daerah dan pengendalian pelaksanaan 
penanaman modal di Kabupaten. 
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Bagian Kedua 
Evaluasi 
PasalS 

(1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala 
DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling 
sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada Bupati. 

BAB IV 
PENUTUP 

Pasa16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Gunung Mas. 

Diundangkan di Kuala Kurun 
pada tanggal J-5 A~s-tlAs c).li\% 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS, 

YANSITERSON 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
pada tanggal ~0 ~c;wc c)D\i 

BUPAT UNU G MAS, 

TON S. DOHONG 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR 1.;i.G 



1. 1. La tar Belakang 

LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
ROMOR Ir T.AIIUK 2018 
TENTANG 
RENCANA UMUM PENANAMAN 
MODAL KABUPATEN TAHUN 2018-
2025 

SISTEMATIKA RUPMK 

BABI 
PBNDAHULUAN 

Rencana Umum Penanaman Modal Nasional disusun dalam 
rangka memperkuat perekonomian Nasional yang berorientasi 
dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-
2025. Dalam RPJPN tersebut ditetapkan bahwa Penanaman 
Modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan 
ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan 
berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang 
menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya 
saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas 
infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
RencanaUmum Penanaman Modal sebagaimana telah 
diamanatkan pada Pasal 4Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal. 

Kabupaten Gunung Mas yang merupakan sebuah 
kabupaten basil Pemekaran Kabupaten di Provinsi Kalimantan 
Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 
tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur. 

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 200~ 
tersebut merupakan basil perjuangan bersama komponen 
masyarakat di masing-masing Kabupaten, dukungan 
Pemerintah dan DPRD Kabupaten Induk, Pemerintah dan DPRD 
Provinsi Kalimantan Tengah serta persetujuan Pemerintah dan 
DPR Republik Indonesia. 
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Tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan kabupaten 
baru dimaksud adalah untuk percepatan pembangunan di 
Provinsi Kalimantan Tengah, maka RUPM Kabupaten Gunung 
Mas dirancang untuk periode 2018 - 2025. 

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) 
merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang 
hingga tahun 2025. Secara akademis RUPMK disusun dan 
dirancang sedemikian rupa untuk berfungsi mensinergikan dan 
mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, 
sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas 
sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan 
melalui kegiatan penanaman modal. 

Secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman 
Modal dan Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana 
Umum Penanaman Modal. Arah kebijakan penanaman modal 
yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama merupakan langkah 
strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka 
mencapai visi penanaman modal nasional yakni "Penanaman 
Modal yang Berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia 
yang Mandiri, Maju dan Sejahtera". 

Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum 
Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana 
aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi dalam 
4 (empat) fase, yakni: (1) Fase 1-Pengembangan penanaman 
modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan ( Quick wins 
and Low Hanging Fruits), (2) Fase 11-Percepatan pembangunan 
infrastruktur dan energi, (3) Fase 111-Pengembangan industri 
berskala besar, dan (4) Fase IV-Pengembangan ekonomi berbasis 
pengetahuan (knowledge-based economy). 

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM serta guna 
mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, 
Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk 
menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) 
dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota 
(RUPMK). RUPMP dan RUPMK merupakan RUPM tingkat daerah 
provinsi dan Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan potensi 
dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta 
tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang 
telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah. 
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Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman 
Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal 
Kabupaten/Kota harus menyusun Pedoman Penyusunan 
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) 
daerahnya masing-masing dengan mengacu kepada Perka BKPM 
RI tersebut. Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Gunung 
Mas melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunung Mas menyusun 
Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Gunung 
Mas Tahun 2018 - 2025. 

1.2. Dasar Pelaksanaan 
Dasar Penyusunandokumen Rencana Umum Penanaman 

Modal Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pu.tang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal; 

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik 

e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman 
Modal di Daerah; 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

j. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 
Umum Penanaman Modal; 
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k. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar 
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang 
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 

1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang 
Penanaman Modal; 

m. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 ten tang 
Percepatan Pelaksanaan Berusaha; 

n. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana 
Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota; 

o. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan 
Tengah 2015-2035; 

p. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 
2010 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028; 

q. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 
2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung 
Mas Tahun 2014 - 2034; 

r. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Gunung Mas; 

s. Peraturan Gubemur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65 
Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal di 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2025; dan 

t. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
GunungMas. 

Sesuai dengan beberapa ketentuan peraturan perundangan 
seperti yang telah disampaikan diatas maka dalam penyusunan 
RUPM Kabupaten Gunung Mas ini akan ini memiliki beberapa 
tahapan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) Republilc Indonesia Nomor 9 Tahun 
2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum 
Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman 
Modal Kabupaten/Kota, terdiri atas: 
a. penyusunan naskah akademis RUPMK; 
b. pembahasan; 
c. penyusunan naskah RUPMK; dan 
d. ditetapkan melalui Peraturan Bupati. 
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Langkah-langkah penyusunan dan tindak lanjut dari 
RUPMK, seperti Gambar 1.1. berikut: 

A 

Penyusunan 

Naskah RUPM 

/ 
._ ~ ~--- -----, 

Pembahasan 
Naskah Akademik 

iNaskah Akademik 
I RUPM 

Gambar 1. 1. Konsepsi Dasar Penyusunan RUPMK 

1.3. Maksud, Tujuan, Dan Sasaran 

1. Maksud 
a. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan 

Penyusunan RUPM Kabupaten Gunung Masyaitu 
sebagai dokumen/bahan informasi dan gambaran 
umum bagi pelaksana dalam penyusunan perencanaan 
mengenai kegiatan yang akan dicapai. 

b. Penyusunan RUPMK dimaksudkan sebagai 
instrumen/ pedoman/ arah kebijakan dan strategi 
pengembangan penanaman modal di Kabupaten 
Gunung Mas sesuai dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Gunung Mas. 

c. Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
Kabupaten Gunung Mas, perlu untuk menyusun 
RUPMK. 

2. Tujuan 
a. Sebagai Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman 

dan bahan acuan bagi Konsultan Perencana dalam 
penyusunan RUPMK. 

b. Sebagai dasar pengembangan penanaman modal dengan 
mengidentifikasi isu-isu strategis di Kabupaten Gunung 
Mas, kolaborasi potensi unggulan Kabupaten Gunung 
Mas serta sinkronisasi 
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road map fokus pengembangan penanaman modal 
Kabupaten Gunung Mas terhadap RUPM Nasional dan 
RUPM Provinsi Kalimantan Tengah. 

3. Sasaran 
Sasaran dari kegiatan Penyusunan RUPMK adalah dokumen 
Pengembangan Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas 
yang digunakan sebagai acuan dalam perumusan naskah 
RUPMK kemudian ditetapkan sebagai RUPMK Tahun 2018-
2025 dalam Peraturan Bupati Gunung Mas menjadi 
framework inti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas. 

1.4. Sistematilra Penulisan 
RUPMK disusun disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 
yang terdiri dari: 1.1 Latar Belakang; 1.2 Dasar Pelaksanaan; 1.3 
Maksud, Tujuan dan Sasaran; dan 1.4 Sistematika Penulisan. 

Bab II. Asas clan Tu.juan 
yang terdiri dari: 2.1. Penanaman Modal Nasional; 2.2. 
Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah; dan 2.3. 
Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas. 

Bab III. Potensi clan Realisasi Penanaman Modal 
yang terdiri dari: 3.1. Kondisi Geografis dan Kependudukan; 3.2. 
Kondisi Umum Perekonomian; 3.3. Potensi Penanaman Modal; 
3.4. Peta Rencana Tata Ruang dan Potensi Penanaman Modal; 
3.5. Realisasi Penanaman Modal; dan 3.6. Kondisi Kelembagaan 
Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas. 

Bab IV. Vial clan Misl Penanaman Modal 
yang terdiri dari: 4.1. Visi Misi Penanaman Modal Nasional dan 
Provinsi Kalimantan Tengah; 4.2. Analisis lsu Strategis; 
Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang Penanaman Modal 
Kabupaten Gunung Mas; dan 4.3. Visi dan Misi Penanaman 
Modal Kabupaten Gunung Mas. 

Bab V. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Gunung 
Mas 
yang terdiri dari: 5.1 Arab Kebijakan Umum; 5.2 Perbaikan Iklim 
Penanaman Modal ; 5.3 Persebaran Penanaman Modal; 5.4 
Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi; 
5.5.Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan; 5.6 
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Pemberdayaan UMKM dan Koperasi; 5. 7 Pemberian Kemudahan 
dan Insentif Penanaman Modal dan 5.8 Promosi dan Kerjasama 
Penanaman Modal. 
Bab VI. Peta Panduan (Road Map) Implementasi RUPM 
Kabupaten Gunung Mas 
yang terdiri dari: 6.1. Fase (1) Pengembangan Penanaman Modal 
yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan; 
6.2.Fase(2)Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi; 
6.3.Fase (3) Pengembangan Industri Skala Besar; dan 6.4.Fase 
(4) Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan. 

Bab VII. Pelaksanaan yang terdiri dari kaidah pelaksanaan dan 
pelaksanaan. 

Bab VIII. Penutup. 



BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

2.1. Penanaman Modal Nasional 
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 Tahun 

2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal telah ditetapkan 
bahwa Penanaman Modal Nasional adalah didasarkan pada 
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal. 

Dengan Perpres Nomor 12 tahun 2012 tersebut Pemerintah 
berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman 
modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, 
keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak 
membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam 
mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu: 
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 
b. menciptakan lapangan kerja; 
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi 

nasional; 
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil 

dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam 
negeri maupun dari luar negeri; dan 

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2.2. Penanaman Modal Provinsi Kaltrnantan Tengah 
Mengacu kepada Peraturan Gubemur Provinsi Kalimantan 

Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman 
Modal Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan bahwa berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 
maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk 
mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Provinsi 
Kalimantan Tengah berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, 
akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal 
negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
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Kemudian ditetapkan juga bahwa asas tersebut menjadi 
prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan 
penanaman modal, yaitu: 
a. kepastian hukum; 
b. keterbukaan; 
c. akuntabilitas; 
d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; 
e. kebersamaan; 
f. efisiensi berkeadilan; 
g. berkelanjutan; 
h. berwawasan lingkungan; 
i. kemandirian; dan 
j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 65 tahun 2015 tersebut juga ditetapkan bahwa 
tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Kalimantan 
Tengah, antara lain adalah untuk: 
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; 
b. menciptakan lapangan kerja; 
c. meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan; 
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha baik 

secara nasional maupun daerah; 
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional 

maupun teknologi tepat guna di daerah; 
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil 

dengan menggunakan dana yang berasal baik dari para 
investor dalam negeri maupun investor dari luar negeri; dan 

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat nasional maupun 
daerah. 

2.3. Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas 
Mengacu kepada RUPM Nasional, RUPM Provinsi 

Kalimantan Tengah, RPJP Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 -
2018 maka asas yang digunakan dalam penanaman modal di 
Kabupaten Gunung Mas adalah kepastian hukum, keterbukaan 
informasi penanaman modal, akuntabilitas publik, perlakuan 
yang seragam untuk semua penanaman modal baik nasional 
maupun asing, dilakukan dengan asas kebersamaan, efisien dan 
efektif, berwawasan lingkungan, mandiri, dalam sebuah kesatuan 
pengembangan ekonomi provinsi Kalimantan Tengah dan 
ekonomi Nasional. 
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Berpatokan pada asas tersebut dan juga mengacu kepada 
tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gunung Mas, 
Rencana Tata Ruang Kabupaten Gunung Mas, tahun 2014 - 2034 
seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 dan Visi & Misi pasangan 
Bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas, masa jabatan 2014 -
2019 seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2014, dirumuskan bahwa tujuan 
yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan penanaman modal di 
Kabupaten Gunung Mas adalah: 
a. meningkatkan kesempatan dan kemudahan berinvestasi bagi 

semua pengusaha kecil, menengah dan besar baik di daerah, 
nasional dan asing; 

b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 
kesempatan kerja; 

c. mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan; 
d. meningkatkan ketahanan pangan dan energi; 
e. meningkatan produktifitas dengan memanfaatkan ruang 

daerah sesuai dengan peruntukannya; 
f. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang 

merata dan berdaya saing; 
g. membuka isolasi dan pemanfaatan potensi daerah melalui 

pembangunan prasarana/ sarana transportasi yang memadai; 
h. mengembangkan investasi yang ramah lingkungan untuk 

pembangunan Kabupaten Gunung Mas yang lestari dan 
berkelanjutan; 

i. mengembangkan pembangunan yang terpadu dan saling 
terkait antar sektor dan wilayah; 

J. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi tepat 
guna dan teknologi nasional; dan 

k. mengembangkan kawasan strategis daerah; dan 
I. mengembangkan industri sesuai dengan potensi daerah; 



BABID 
POTENSI DAN REALISASI PENANAMAN MODAL 

3.1. Koncllsi Geografis clan Kependudukan 
Secara Geografis, Kabupaten Gunung Mas terletak pada posisi ± 00 
- 18"00 Lintang Selatan sampai dengan 01040"30" lintang selatan 
dan ± 1130 01"00" bujur timur sampai dengan 1140 01"00" 1200 
bujur timur dengan luas wilayah 10.804 Km2 (1.080.400 
Ha)dengan tofografis dataran rendah bagian selatan dan daerah 
utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 200 
- 500 meter dari permukaan laut dengan tingkat kemiringan 80 -
150 dan perbukitan tingkat kemiringan ± 150 - 250 dimana 
terbentang pegunungan Muller & Schwanner dengan puncak 
tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter di atas permukaan 
laut. 

A. Letak Geografis clan Kewilayahan 
1. Letak Wilayah 

Kabupaten Gunung Mas secara geografis terletak pada posisi 
±0° 18' 00" Lintang Selatan sampai dengan ± 01 ° 40' 30" 
LintangSelatan dan ± 113° 01' 00" Bujur Timur sampai dengan 
± 114°01'00" BujurTimur. 

2. Luas Wilayah 
Luas wilayah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 2002 adalah 10.804 Km2 dan 
merupakan kabupaten terluas keenam dari empat belas 
kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah (7,04% dari luas 
Provinsi Kalimantan Tengah). 

3. Batas Wilayah 
Kabupaten Gunung Mas berbatas dengan: 
a) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan 

Kota Palangka Raya; 
b) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya 

dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat; 
c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas; dan 
d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang 

Pisau dan Kota Palangka Raya. 

B. Koncllsi Geografis 
1. Tofografi 

Wilayah Kabupaten Gunung Mas termasuk dataran tinggi yang 
memiliki potensi untuk dijadikan daerah perkebunan. Daerah 
utara merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara 
±100-500 meter dari permukaan laut dan mempunyai tingkat 
kemiringan ±8-15°, serta mempunyai daerah pengunungan 
dengan tingkat kemiringan ± 15-25° 
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pada daerah tersebut terdapat pengunungan Muller dan 
Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 
2.278 meter dari permukaan laut. 

2. Klimatologi 
Klimatologi wilayah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan 
klasifikasi Oldeman (1975) termasuk tipe iklim Bl, yaitu 
wilayah dengan bulan basah terjadi antara 7-9 bulan (curah 
hujan > 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan < 100 
mm/bulan) kurang dari 2 bulan. 

3. Geologi 
Geologi Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peta Geologi 
Lembar Tumbang Hiran (U.Margono, Tsujitno, T.Santosa, 
1995), Lembar Tewah (A.S Sumartadipura & U. Margono, 
1996), Lembar Muara Teweh (S.Supriatna A. Sudradjat, H.Z 
Abidin, 1993) dan Lembar Buntok (Sutrisno, S.Supriatna, E. 
Rustandi, P. Sanyoto, K. Hasan, 1994), bahwa geologi 
Kabupaten Gunung Mas terdiri dari beberapa litologi yang 
terbentuk dengan urutan stratigrafi adalah: Batuan Malihan, 
Tonalik Spauk, Formasi Tanjung, Formasi Haloq, Formasi 
Mentomoi, Formasi Montalat, Batuan Gunung Api Malasan, 
Batuan Terobosan Sintang, Formasi Warukin, Formasi Dahor 
dan Aluvium. Umur batuan tertua diperkirakan berumur 
Trias. Struktur geologi Kabupaten Gunung Mas terdapat 
berupa lipatan, sesar dan kekar yang erat kaitannya dengan 
pembentukan logam dasar emas (Au), perak (Ag), besi (Fe), seng 
(Zn) dan tembaga (Cu) yang umumnya terdapat pada daerah 
ini. 

4. Jenis Tanah 
Jenis tanah wilayah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari atas 
beberapa jenis yaitu Podsolik Merah Kuning, Alluvial, 
Hydromorfik Kelabu, Alluvial Hydromorfik, Gley Humus dan 
Komplek Regosol Podsolik, jenis tanah yang dominan adalah 
tanah Podsolik Merah Kuning tersebar di bagian utara wilayah 
Gunung Mas dengan ketebalan ±110 cm. 

5. Hidrologi 
Wilayah Kabupaten Gunung Mas dilintasi oleh 4 (empat) 
Sungai Besar yaitu Sungai Kahayan, Sungai Rungan, Sungai 
Manuhing, Sungai Miri serta anak-anak sungai lainnya yang 
berfungsi sebagai penunjang altematif transportasi darat untuk 
angkutan barang maupun penumpang. Pentingnya peranan 
sungai ini disebabkan oleh terbatasnya/ terganggunya 
prasarana perhubungan darat, di samping itu sebagai besar 
pemukiman penduduk masih berada di daerah pinggiran 
sungai. 

Ada 4 (empat) jalur sungai yang berada atau masuk wilayah 
Kabupaten Gunung Mas yaitu: 
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- Sungai Manuhing dengan panjang ± 28,75 km 
- Sungai Rungan dengan panjang ± 86,25 km 
- Sungai Kahayan dengan panjang ± 600,00 km 
- Sungai Miri dengan panjang ± 20,00 km 

C. Kependudukan dan Tenaga Kerja 
Pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Gunung Mas berjumlah 
145.088 jiwa yang terdiri dari 76.516 jiwa penduduk laki-laki dan 
68.572 jiwa penduduk perempuan, dengan kepadatan penduduk 
yang tergolong jarang yakni 12,9 jiwa/Km2 dengan luas wilayah 
10.804 Km2. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi 
kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2016 ke tahun 2017 
sebesar 4.372 jiwa. 

Tabel 3.1. Jumlah Pendudukan Berdasarkan Kecamatan Dan Jenis 
Kelamin KabupatenGunungMas Per Desember Tahun 2017 

Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total Persentase 
1 2 3 4 

Sepang Simin 4.162 3.881 8043 
Kurun 18.287 16.392 34.679 
Tewah 12.662 11.398 24.060 
Kahayan Hulu Utara 5.076 4.446 9.522 
RunJ:?an 6.679 6.100 12.779 
Manuhing 6.222 5.402 11.624 
Mihinl?Raya 4.186 3.752 7.938 
DamangBatu 3.203 2.926 6.129 
Miri Manasa 2.709 2.408 5.117 
RunganHulu 5.113 4.580 9.693 
Manuhing Raya 4.212 3.701 7.913 
Rungan Barat 4.005 3.586 7.591 

Jumlah 76.516 68.572 145.088 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
GunungMas 

5 

5.55 
24.10 
16.60 
6.60 
8.90 
8.02 
5.32 
4.13 
3.48 
6.56 
5.54 
5.21 
100 

Sedangkan menurut usia kerja produktif, komposisi ketenaga 
kerjaan untuk kabupaten Gunung Mas pada tahun 2015 adalah 
sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang 
Bekerja Selama Seminggu Menurut La.pangan Pekerjaan Utama 
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunung Mas, 2015 
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Lapangan Pekerjaan Jenis Kelamin 
Uta.ma Laki-laki 

1 10.408 
2 18.063 
3 743 
4 106 
5 331 
6 3.006 
7 223 
8 502 
9 2.549 

Jumlah 35.931 
Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas 

Keterangan/Note: 

Perempuan 
10.937 
2.248 

365 
-
-

4.605 
-

210 
2.490 

20.855 

1 Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan 
2 Pertambangan dan Penggalian 
3 Industri Pengolahan 
4 Listrik, Gas, dan Air 
5: Bangunan 
6 Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel 
7 Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi 

Jumlah 

21.345 
20.311 

1.108 
106 
331 

7.611 
223 
712 

5.039 
56.786 

8 Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan 
Jasa Perusahaan 

9 Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan 

3.2. Kodisi Umum Perekonomian 
3.2.1. Struktur Perekonomian 

Struktur perekonomian suatu daerah sangat tergantung 
dari seberapa besar kemampuan sektor-sektor dalam 
memproduksi barang dan jasa. Semakin besar nilai tambah yang 
dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi, mak.a semakin besar pula 
tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sektor ekonomi 
tersebut. Menurut analisis BPS Kabuoaten Gunung Mas 
mengenai Kajian Ekonomi Regional Kabupaten Gunung Mas 
ta.hun 2014 - 2016, struktuk perekonomian Kabupaten Gunung 
Mas masih bertumpu pada sector primer terutama sektor 
Pertanian Kehutanan dan Perikanan. Diketahui bahwa pada 
ta.hun 2016, struktur perekonomian Kabupaten Gunung Mas 
masih bertumpu pada tiga sektor, yakni Sektor Pertanian, 
Kehutanan dan Perikanan, Sektor Konstruksi, dan Sektor 
Pertambangan dan Penggalian. 

Sektor pertanian masih menjadi leading sector dan sektor 
yang paling diandalkan dalam menggerakkan perekonomian 
Kabupaten Gunung Mas, dimana kontribusinya masih mencapai 
angka 30 persen dibandingkan dengan sektor lain. Pada tahun 
2016, 
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kontribusi sektor pertanian sebesar 32,93 persen. Struktur 
perekonomian di sektor pertanian mengalami sedikit 
perlambatan di tahun 2016 yang disebabkan oleh adanya 
penurunan kinerja di beberapa Subsektor Pertanian, Kehutanan, 
dan Perikanan yakni Subsektor TanamanPangan dan Subsektor 
Kehutanan dan Penebangan Kayu. 

Kontributor terbesar kedua dalam perekonomian Gunung 
Mas adalah Sektor Konstruksi. Kontribusi sektor ini terlihat 
terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, sektor 
ini berkontribusi dari 11,56 persen dan meningkat menjadi 
11,79 pesen pada tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh 
maraknya pembangunan infrastruktur bangunan dan non 
bangunan di Kabupaten Gunung Mas. Meskipun kontribusinya 
tidak terlalu besar dalam perekonomian, tetapi Sektor 
Konstruksi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke 
tahun seiring dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di 
Kabupaten Gunung Mas. 

Sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan 
penyumbang terbesar ketiga terhadap pembentukan PDRB 
Kabupaten Gunung Mas. Pada tahun 2016, sektor ini 
berkontribusi sebesar 11,67 persen. Sayangnya, jika dilihat dari 
periode tiga tahun terakhir, kinerja sektor ini terlihat terus 
menurun.Hal rm disebabkan oleh kegiatan Subsektor 
Pertambangan Bijih Logam yang terlihat menurun dibanding 
sebelumnya.Adanya banyak razia pada kegiatan Pertambangan 
Emas Tanpa Izin (PETI) yang menjadi salah satu penyebab 
turunnya kinerja sektor ini. Meskipun kinerjanya mulai 
menurun, tetapi sektor ini tetap saja menjadi sektor tumpuan 
dalam hal penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi 
penduduk Kabupaten Gunung Mas. 

Sektor yang menempati urutan keempat dalam struktur 
perekonomian Kabupaten Gunung Mas adalah Sektor 
Perdagangan Besar dan Eceran. Sektor ini terlihat terus 
menunjukkan peningkatan share dalam perekonomian, yakni 
berkontribusi sampai sebesar 9,20 persen pada tahun 2016. 
Sektor ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan 
meningkatnya kegiatan perdagangan di berbagai komoditas baik 
yang berskala kecil maupun yang berskala besar. Selain itu, 
peningkatan sektor ini juga sangat diharapkan semng 
meningkatnya kebutuhan masyarakat di Kabupaten Gunung 
Mas. 

Sementara itu, Sektor Industri Pengolahan menempati 
urutan kelima dalam struktur perekonomian Gunung Mas. 
Meskipun sektor ini turun satu peringkat dibandingkan tahun 
lalu, tetapi kontribusi sektor ini diprediksi akan terus 
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meningkat terutama pada peningkatan kegiatan Industri 
Makanan dan Minuman. Pada tahun 2016, Sektor Industri 
Pengolahan memberikan kontribusi dari 8,86 persen. 

Selanjutnya, sektor keenam terbesar dalam struktur 
perekonomian Kabupaten Gunung Mas yakni Sektor Jasa 
Pendidikan. Sektor ini berperan sebesar 7,67 persen di tahun 
2015 terhadap perekonomian Gunung Mas. Selama tiga tahun 
terakhir, sektor m1 terns mengalami peningkatan 
kinerja.Peningkatan sarana infrastruktur dan tenaga terdidik di 
bidang pendidikan baik secara kuantitas dan kualitas menjadi 
salah satu peningkatan kinerja pada sektor ini. Hal ini tentunya 
sangat dihara pkan agar peningkatan pembangunan di Sektor 
Jasa Pendidikan akan terns terjaga dan terciptanya sumber daya 
manusia (SDM) di Kabupaten Gunung Mas yang berkualitas. 
Gambaran struktur perekonomian dimaksud dapat dilihat pada 
tabel 3.3.berikut: 

Tabel 3.3. Pera nan PDRB Kabupaten Gunung Mas Menurut 
Lapangan Usaha (persen) Tahun 2014-2016 

LapanganUsaha 2014 2015 2016 
(1) (2) (3) (4) 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 34,68 33,30 32,93 
Pertambangan dan Penggalian 13,52 12,3c 11,67 
ndustri Pengolahan 8,83 8,88 8,86 

Pengadaan Listrik dan Gas 0,02 0,02 0,02 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,05 0,05 0,0~ 
Limbah dan Daur Ulang 
Konstruksi 10,75 11,56 11,79 

Perdagangan Besar dan 8,49 8,87 9,2( 

Transportasi dan Pergudangan 1,62 1,68 1,67 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 1,64 1,71 1,76 
nformasi da n Komunika si 1,26 1,21 1, 16 

J asa Keuangan dan Asuransi 0,59 0,58 0,55 
Real Estat 2,55 2,74 2,81 
J asaPernsahaan 0,05 0,05 0,05 

A.dministrasi Pemerintahan, 5,61 6,09 6,41 
Dertahanan 

lJasa Pendidikan 7,2( 7,49 7,67 

U'asa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2 ,8E 3,12 3 ,09 
lJasa Lainnya 0,3( 0,31 0,31 
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Sektor Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan 
merupakan sektor urutan ketujuh dengan kontribusi sebesar 
6,41 persen pada tahun 2016. Selama tiga tahun terakhir, 
sektor ini terus mengalami peningkatan. Jumlah belanja 
pegawai dalam membiayai tenaga PNS yang menjalankan 
kegiatan roda pemerintahan daerah mengalami peningkatan. 
Selain itu, ketersediaan jumlah belanja modal yang 
direpresentasikan dengan pembangunan sarana infrastruktur 
baik beru.pa pembangunan fisik bangunan maupun non 
bangunan juga terus meningkat. Sektor ini diharapkan juga 
dapat terus meningkat agar jalannya pembangunan daerah 
Kabupaten Gunung Mas terus berjalan. 

Sektor ekonomi dengan urutan kedelapan adalah Sektor 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor ini juga terus 
menunjukkan peningkatan kinerja selama tiga tahun terakhir. 
Pada tahun 2016, peranan sektor ini menurun dari 3,12 persen 
menjadi 3,09 persen pada tahun 2015. Meskipun demikian, 
peningkatan sarana infrastruktur dan ketersediaan tenaga 
kesehatan diharapakan teru.s meningkat agar terlihat adanya 
peningkatan kinerja pada sektor ini. 

Selanjutnya, sektor lainnya yaitu Sektor Real Estate; 
Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor 
Transportasi dan Pergudangan; Sektor lnformasi dan 
Komunikasi; Sektor Jasa keuangan dan Asuransi; Sektor Jasa 
Lainnya; Sektor Pengadaan Air; Sektor Jasa perusahaan; dan 
Sektor Pengadaan Listrik berkontribusi terhadap PDRB Gunung 
Mas sekitar dibawah tiga persen pada tahun 2016. 

Dari ketujuh belas sektor tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa perekonomian Kabupaten Gunung Mas masih bertumpu 
pada ketersediaan sumber daya alam (SDA) di bidang pertanian, 
khususnya pada subsektor perkebunan. Komoditas karet dan 
kelapa sawit masih menjadi komoditas primadona yang 
menjanjikan hingga saat ini. Adanya peningkatan area luas 
tanam karet maupun kelapa sawit diharapkan dapat terus 
menunjukkan adanya peningkatan produksi. Selain itu, hal 
tersebut diharapkan juga dapat membantu terciptanya 
penyerapan tenaga kerja yang signifikan dibanding periode 
sebelumnya. 

Besarnya sumbangan (share) Kategori Pertanian, 
Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Gunung 
Mas menunjukkan bahwa perekonomian Gunung Mas masih 
bergantung pada sumber daya alam (resource base). 
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3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran 

makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang 
dilakukan oleh seluruh stake holders, baik pemerintah, dunia 
usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih 
cepat dari pada laju pertumbuhan penduduknya merupakan 
salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan 
diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, 
memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian 
pendapatan masyarakat, dan meningkatkan hubungan ekonomi 
sehingga dapat tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat 
secara mantap dengan tingkat pemerataan yang sebaik 
mungkin. 

Perekonomian Gunung Mas pada tahun 2016 mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 
kondisi perekonomian Gunung Mas pada tahun-tahun 
sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Gunung Mas 
tahun 2016 mencapai 7,00 persen, sedangkan pada tahun 2015 
sebesar 6,96 persen. 

Secara umum, laju pertumbuhan riil di semua sektor pada 
tahun 2016mengalami pertumbuhan yang positif meskipun 
terdapat beberapa kategori yang tumbuhnya melambat 
dibandingkan tahun sebelumnya dan bahkan terdapat beberapa 
sektor yang pertumbuhannya negatif. 

Jika dilihat di setiap sektor, Sektor Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang tingkat 
pertumbuhannya paling tinggi dibandingkan dengan sektor 
yanglain, yakni sebesar 13,39 persen. 
Lebih lengkap disajikan pada tabel berikut. 

Tabet 3.4. Laju Pertumbuhan Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha 
(persen) Tahun 2014- 2016 

NamaSektor 2014 2015 2016 

A Pertanian, Kehutanan,dan Perikanan 6,80 6,40 7,22 

B Pertambangan dan Penggalian 2,15 1,61 2,58 

C ~ndustri Pengolahan 5,94 5,67 5,71 

D Pengadaan Listrikdan Gas 8,33 11,37 10,20 

E Pengadaan Air ,Pengelolaan 
Sampah, Lim.bah dan Daur Ulang 3,24 8,56 13,39 

F ~onstruksi 9,67 9,64 9,52 

G Perdagangan Besar dan 6,24 8,64 8,62 

H I'ransportasi dan Pergudangan 4,34 7,70 6,87 
I Penvediaan Akomodasi dan Makan 6.34 7.23 7.49 
J [nformasi dan Komunikasi 6.48 2.69 2.56 
K UasaKeuangan dan Asuransi 5,24 2,06 2,70 

L Real Estat 7,28 8,22 7,19 

M,N Uasa Perusahaan 1,84 6,40 4,66 
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0 IAdministrasi Pemerintahan, 5,76 12,51 10,26 
Pertahanan 
kian Jaminan Sosial Wajib 

p lJasaPendiclikan 7,31 8,70 6,67 

Q lJasa Kesehatan dan Kelriatan Sosial 8,59 8,60 6,38 
R,S,T, lJasaLainnya 5,60 7,52 6,30 

Produk Domestik Regional Bruto Domestik 6,41 
Regional Bruto 

3.3. Potensi dan Realisasi Penanaman Modal 
3.3.1.Infrstruktur Penanaman Modal 

6,96 7,00 

Kabupaten Gunung Mas terus melakukan pembenahan dan 
pengemabangan berbagai infrastruktur penanaman modal yang 
mana hingga sekarang keadaanya cukup 
berkembang.Pengembangan terus dilakukan terutama pada 
fasilitas transfortasi, air bersih dan juga tenaga kelistrikan dan 
juga komunukasi. Berdasarkan publikasi yang disampaikan oleh 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Gunung Mas, gambaran dari keadaan infrastruktur 
digambarkan sebagai berikut: 
Fasilitas Transpotasi 

Peningkatan infrastruktur menjadi prioritas dalam 
pembangunan di Kabupaten Gunung Mas tertuang dalam misi 
kepala daerah yaitu membuka isolasi dengan tujuan membangun 
dan memelihara jalan, jembatan, pelabuhan udara, pelabuhan 
sungai, antar kabupaten, antar kecamatan, antar desa yang 
terisolir dan antar sentral-sentral produksi di sector atau sub 
sector ekonomi, secara terencana dan terpadu. 

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang 
penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan 
Makin Meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut 
peningkatan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan 
memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah yang 
lain. Panjang jalan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 20 15 
adalah 738,992 Km. 



- 20 -

Terminal merupakan salah satu pelayanan jasa 
transportasi darat untuk keperluan menurunkan dan menaikan 
penumpang.Juga sebagai fasilitas bongkar muat barang 
dari/keluar daerah. 

Dermaga merupakan tempat kapal ditambatkan di 
pelabuhan.Di dermaga juga dilakukan berbagai kegiatan bongkar 
muat barang dan orang dari dan ke atas kapal.Beberapa tahun 
terakhir angkutan orang menggunakan sarana sungai antar desa 
dan antar kecamatan mulai berkurang seiring dengan 
meningkatnya infrastruktur jalan dan sarana transportasi darat, 
saat ini fungsi dermaga lebih kepada tempat bongkar muat 
barang dan kebutuhan pokok dan hasil pertanian dari desa-desa, 
kecamatan bahkan kabupaten lain ke Kuala Kurun atau 
sebaliknya. Selain itu juga dermaga difungsikan untuk 
penerbangan pesawat capung, dengan rute penerbangan 
Palangka Raya-Kuala Kurun, Kuala Kurun-Palangka Raya. 

Bandara udara di Kuala Kurun Yaitu Bandara 
Sangkalemu yang dapat disinggahi pesawat perintis, dengan rute 
pelayanan penerbangan regular Palangka Raya-Kuala kurun 
setiap hari senin dan jumat di setiap minggunya di Bandara 
Kuala Kurun kegiatan bongkar muat hanya untuk bagasi yang 
dibawa oleh penumpang, tidak terdapat barang khusus yang 
dibongkar maupun dimuat dalam pesawat. 

Fasilitaa Listrik 
Penyedian tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian serta kemajuan kesejahteraan masyarakat.Bila 
tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka 
kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat 
meningkat.Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah 
Daerah berkewajiban untuk menyalurkan listrik untuk 
masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang 
digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah 
tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan 
listrik. 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Ranting Kuala Kurun 
dalam upaya menyuplay kebutuhan listrik masyarakat 
menggunakan 19 unit/ missip yang ada dan beroperasi di 
Kabupaten Gunung Mas. Saat ini dengan dukungan 19 unit 
mesin diesel, PLN wilayah Kabupaten Gunung Mas mampu 
melayani 8.393 pelanggan dengan 10.268.450 VA daya yang telah 
tersambung. Masih terbuka peluang investasi disektor 
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kelistrikan terutama bahan bakar energi terbaru, sperti 
PLTU,PLTMH dan PLTS. 

Fasilitas Air Berslh 
Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting 
dalam menunjang kehidupan sehari-hari penduduk kota Kuala 
Kurun. Penyediaan kebutuhan sarana air bersih masih terbatas 
hanya pada Ibukota Kabupaten dan beberapa Ibukota 
Kecamatan. Penyelengaraan pelayanan air bersih di Kota Kuala 
Kurun dilakukan oleh Perusahaan Daerah yaitu: Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM). Jumlah pelanggan PDAM yang ada di 
Kota Kuala Kurun tahun 2014 adalah 2.665. Sumber utama 
bahan baku air yang digunakan dalam melayani kebutuhan 
masyarakat berasal dari air Sungai Kahayan, Sungai Rungan, 
Sungai Manuhing, dan Sumur Bor. 

Fasilitas Telekomunikasi 
Infrastruktur telekomunikasi dan informatika dikabupaten 
Gunung Mas didukung oleh PT. Pos Indonesia, PT. TELKOM dan 
usaha jasa telekomonikasi seluler terdiri dari telkomsel, indosat, 
dan XL Axiata. 

3.3.2.Potensi, Realisasi Dan Peluang Investasi 
Pertanian 
Potensi pertanian di Kabupaten Gunung Mas melalui komoditas 
tanaman pangan meliputi: padi sawah, padi lading, jagung, 
kacang kedelai, kacang tanah, ubi kayu, kacang hijau, kacang 
panjang, cabe,terong, ketimun, kangkung, bayam. Dan ubi jalar, 
produksinya untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5. Luas Panen dan produksi Komoditas Tanaman 
Pangan/Produksi, Tahun 2016 

Komoditas Tanaman Luas Panen (Ha) Produksi Tahun 
Pannn (Ton) 

PadiSawah 371 1.070 
Padi Ladang 5.899 10.746 
Palawija 
-Jagung 55 123 
-Ubi Kavu 150 1.803 
-Ubi Jalar 65 450 
-Kacang Tanah 7 7 
-Kacang Kedelai 13 14 
-Kacang Hiiau - -
Sa:,ur-Sa:,. __ 
-Kacan2 Paniang 102 352 
-Cabe 11 10 
-Terong 29 13 
-Ketimun 39 119 
-Kan2kun2 62 15 
-Bavam 58 13 

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2016 
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Perkebunan 
Di Kabupaten Gunung Mas ada 3 (tiga) komoditi utama 

tanaman perkebunan yang telah mengarah kepada kegiatan 
agribisnis oleh petani perkebunan seperti karet, kelapa,dan 
kelapa sawit. Hingga tahun 2017, jumlah perusahaan 
perkebunan yang beropreasi di Kabupaten Gunung Mas adalah 
sebanyak 29 unit, seperti disajikan dalam tabel berikut: 

I PERUSAHAAN BESAR SWASTA (PBS) PMA/PMDN DI KABUPATEN GUBUNG MAS 
-------~- BIDANG PERICEBUNAN TAHUN 2017 

No PERUSAHAAN PMA/PMDN LUAS(HA) LOICASI STATUS 

1 2 3 4 5 6 

1 PT.TANTAHAN PANDUHUP ASI PMDN 14,255 
l)Kacamatan Manuhlns 

Produksl 21Kacamatan ManuhlnR Rava 
l)Kocamatan Mnnuhlns 

2 PT.ICALIMANTAN HAMPARAN SAWIT PMDN 11,854 21Kacamatan ManuhlnR Rava Produtc.l 

3 PT.ARCHIPELAGO TIMUR ABADI PMDN 11,675 l)Kecamntan Kurun Produksl 

4 PT.FLORANUSAPERDANAN PMDN 8,678 llKecamatan Runsan Produksl 

l)l(ocamatan Manuhlns 
5 PT.AGROLESTARI 5ENTOSA PMDN 19,752 21Kocamatan Run1111n Produksl 

l)l(ocamlltan Manuhlns 
6 PT.MULIASAWT AGRO SENTOSA PMDN 11.151,98 21Kocamatan RunRlln Produksl 

l)l(ocnmatan Daman& Batu 
2)Kocamatan Kahayan Hulu 

7 PT.KAHAVAN AGRO PLANTATION PMA(lnarls) 11.385,80 31Kacamatan Tawah Produksl 

l)Kacamatan Kurun 
8 PT.BRICALAMAIUBERSAMAI PMA 13,49 21Kocamatan Towah Produksl 

9 PT.BRICALAMAIU BERSAMAII PMA 2,138 l)l(acamatnn Manuhlna Produksl 

l)l(acarnatan Manuhlns 
10 PT.PRASETYAMllRA MUDA PMDN 13,883 21Kocarnatan RunRlln Pombanauna. 

l)Kecamatan Sepnns 
11 PT.BUMI AGRO PRIMA PMDN 4,515 21Kocamatan Manuhln" Rava PombanRUnH 

12 PT.MINAPADI PLANTATION PMDN 3,700 l)Kocamatan Towah Pombanaunan 

13 PT.KURNIAKUALAKURUN PMDN 17,000 l)Sepan9 Pombansumu 

14 PTJAVAJADI UTAMA PMDN 13,645 l)l(acamatan Manuhlns Pembansuna• 
l)l(ecarnatan Sepana 

15 PT.KURUN SUMBER REZEKI PMDN 13.413 21Xocarnatan Mlhln11 Rava Pombanauna. 

l)Kocamatan Kurun 
16 PT.GUMASALAM SUBUR PMDN 14,355 21Kecamatan Mlhln11 Rava Pembanauna• 

l)l(ecamatan Kahayan Hulu 
17 PT.HARAPAN SUBUR SENTOSA PMDN 6,394 21Kocamatan Tewah Pembansuna. 

l)KacnmatanSapansSlmln 
18 PT.MAVANGAN JAVA PMDN 6,267 21Koca mata n MlhlnR Rava PombanRUna• 

1Jl(acnmatnn Runpn Hulu 
19 PT.MAVANGANJAVA PMDN 12,473 21Kocamatan Run1111n PombanRUna• 

20 PT.TEWAH BAHAN LESTARI PMDN 12,100 Pombanauna• 

21 PT.TUNASOMEGAPRATAMA PMDN 11,713,51 Pombanauna• 

22 PT.PERMATA EMAS LESTARI PMDN 15.490,BD Pombanauna• 

23 KOPERASI PENVANG BRUM PMDN 5,525 l)l(ocamatan MlhlnaRaw Pombansuna• 

Sumber: DPMPI'SP Kabupaten Gunung Mas 
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Perusahaan tersebut sebagian ada yang sudah 
berporoduksi sehingga Gunung Mas juga tercatat sebagai 
produsen CPO di Kabupaten Gunung Mas. Hingga tahun 2016 di 
Kabupaten Gunung Mas hanya terdapat 2 (dua) Perusahaan 
Besar Swasta (PBS) yang telah memproduksi CPO dengan 
produksi sebagaimana disajikan ditabel berikut. 

I Tabel 3.7. Luas dan Produksi Komoditas Tanaman Pangan/Produksi 

No Tanaman Perfcebunan LIias Areal flfa) Produlcsl rronl Produktivltas IIWHal ICeter.tnnn 

1 Karet 68.100.00 4751.R.OO 1,096.00 Perkebunan Ralnnt 
2 Kelaoa 675 146.33 702.73 Perkebunan Rakvat 
3 Kelaoa Sawlt 1,447.00 60 0 Perkebunan Rakvat 
4 KelaDaSawlt 31.104.07 10,175.00 435.05 Perusahaan Besar Swasta IPBS 

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung 
MasTahun 2016 

Kehutanan 
Sebagian besar luasan wilayah di Kabupaten Gunung Mas 

merupakan kawasan hutan, kondisi fisik wilayah secara alamiah 
menentukan bahwa Kabupaten Gunung Mas adalah bioregion 
hutan. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
No.529/Menhut-11/2012 luas hutan di Kabupaten Gunung Mas 
seluas 980.763,79 Ha yang terbagi menjadi hutan 
Produksi/Hutan Produksi Terbatas/Hutan Lindung seluas 
737 .557 ,80 Ha dan Hutan Produksi yang bias dikonversi seluas 
243.205,99 Ha.Luas hutan yang sudah dieksplorasi untuk hutan 
produksi/Hutan Lindung adalah seluas 11.482,43 Hadan untuk 
hutan yang bias dikonversi seluas 88.070 Ha sedangkan luas 
hutan yang mengalami kerusakan dan penjarahan adalah 
81.007,02 Ha. 

Hingga tahun 2017 terdapat 19 Perusaahaan yang 
beropreasi di kabupaten Gunung Mas sebagaimana tabel dibawah 
ini. 
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..... 1 _Ta_b_el_3_.s_. _ __,I PERUSAHAAN BESAR SWASTA (PBS) PMA/PMDN 
DI KABUPATEN GUNUNG MAS 

BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2017 

No PD\USAHAAN PMS/PMDN IUP LUAS(HAt LOICASI SfAlUS 

1 2 3 4 5 6 7 
1).Keczmatan Mlrl Manasa 
2)Kecamatan Hulu Utara 

1 PT.SI KATAN WANA RAYA PMDN IUPHHK-HA 49,4 3)Kecamatan Damang Batu Produksl 

2 PT.WTPOINTINDONESIA PMDN IUPHHK-HA 50,665 Produksl 

3 PT.HMIL KALIMANTAN JAVA PMON IUPHHK-HA 49,5 Produksl 

4 PT.CARUS INDONESIA PMDN IUPHHK-HA 48,639 Produksl 

5 PT.HUTAN DOMAS RAYA PMDN IUPHHK-HA 99,87 Produlcsl 

6 PT.BUMI MAS PERMATAABADI PMDN IUPHHK-HA 47,7 Produlcsl 

7 PT.TAIYONG ENGREEN PMA(lngrls) IUPHHK.ffll 2,495 Produksl 

8 HABAON INDAH PMA IUIPHHK/PHHK 

9 CITRAKAHAYAN PMA IUIPHHK/PHHK 

10 HARMOKO PMDN IUIPHHK/PHHK 

11 TJIMMYCANDRA PMDN IUIPHHK/PHHK 

12 JUITA PMDN IUIPHHK/PHHK 

13 MEKARINDAH PMDN IUIPHHK/PHHK 

14 MIHINGRAYA PMDN IUIPHHK/PHHK 

15 KARYASEPAKAT PMON IUIPHHK/PHHK 

16 CV.TERAS PERKASAINDOTAMA PMDN IUIPHHK/PHHK 

17 KARYAGUMAS PMON IUIPHHK/PHHK 

18 KOPERASI LAWANG MANGALUNG PMDN IUIPHHK/PHHK 

19 UDJAYAABADI SAWMIL PMON IUIPHHK/PHHK 

Sumber: DPMSTP Kabupaten Gunung Mas 

Perikanan 
Potensi unggulan Kabupaten Gunung Mas di sektor 

perikanan adalah pengembangan budidaya ikan yang di bagi 
dalam 2 (dua) jenis yitu kolam dan karamba. Luas perairan 
perikanan darat tahun 2013 untuk jenis ikan kolam seluas 55 Ha 
sebesar 431,31 ton dan untuk karamba sebanyak 41 unit dengan 
produksi perikanannya sebesar 127,79 ton dan produksi 
perikanan meliputi perikanan tangkap sebesar 535, 1 ton dan 
produksi olahan sebesar 6,27 ton. 

Tabet 3.9. Produksi Perikanan Menurut Jenisnya (Ton) di Wilayah 
Kabupaten Gunung Mas tahun 2017. 
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No Jenls Budldaya Produksl per Tahun (Ton) 
1 Perikanan TanlZkap 535,1 Ton 
2 Budidava Kolam 431,31 Ton 
3 Budidaya Karamba 127,79 Ton 
4 Produk Olahan 6,27 Ton 

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 

Perternakan 
Pertemakan di Kabupaten Gunung Mas masih belum dapat 
mencukupi kebutuhan masyarakat dan sebagian masih memasok 
dari luar kabupaten untuk memenuhi kebutuhan masyarkat 
Gunung Mas. 

Tabel 3.10. Populasi Temak Menurut Jenisnya (Ton) Di Wilayah 
Kabupaten Gunung Mas tahun 2017 

No Jenfs Budldaya Produksl Per Ekor 
ProduksiPerTahun 

Daglng Telor 
1 Sapi 4.034Ekor 84,STon 0 
2 Kerbau 141Ekor 4,STon 0 
3 Kambing 4nEkor 0,3Ton 0 
4 Babl 28.SSOEkor 220,STon 0 
5 Ayam Buras 76.830Ekor 27,0Ton 27,1 Ton 
6 Ayam Ras Pedaglng 89.SSOEkor 390,2Ton 0 
7 ltlk 2.890Ekor 0,2Ton 0 

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung 
Mas Tahun 2016 

Pertambangan 
Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Gunung Mas terdiri 
dari Mineral Logam dan Batubara. Bahan galian yang terdapat di 
kabupaten gunung mas terdiri dari mineral, Logam Emas (Au), 
Perak(Ag), Gelana (Pbzn), Platina (Pt), Besi (Fe), Seng (Zn), Zirkon 
(ZrSiO4),Tembaga (Cu), Granit dan Batubara. Hingga tahun 2017 
diketahui ada 89 perusahaan bidang pertambangan yang 
mendapat lJin untuk melakukan usaha pertambangan 
sebagaimana disajikan pada tabel berikut: 



Tabel 3.11 

No PERUSAHAAN 

1 2 

1 PT. ALAM SUTERA 

2 PT. Al.AM SUTERA 

3 PT. ANUGERAH ALAM KATINGAN 

4 PT. ANUGERAH ALAM MANUHING 

s CV. BERKAT RUNGAN SEIAHltRA 

6 PT. BUMI MASS£1AH10A 

7 PT.BUMISE1ARIS 

8 PT. BUMI INDAH KAYAABADI 

9 PT. BUMI MAS LESTARI 

10 PT. Bl.AO< DIAMOND MINING 

11 PT.CAICRAEICACEMERLAHG 

12 PT. CAICRAEICACEMERLAHG 

13 PT.COAL IRON SfflERGY 

14 PT.DAVAK MEMBANGUN PRATAMA 

15 PT.DAYAKMEMBANGUN PRATAMA 

16 PT.EASTRASEN MINERAL 

17 CV.INDOKALTENG 

18 PT.FIBER WEN INDONESIA 

19 PT.GUNUNG MASCOALINDO 

20 PT.GENSIS MINERAL BORNEO 

21 PT.GENESIS BUMI KAHAYAN 

22 CV.GlTAKARUNIA 

23 PT.GANDANGGARANTUNG 
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PERUSAHAAN BESAR SWASTA (PBS) PMA/PMDN 

DI KABUPATEN GUNUNG MAS 

Bl DANG PERTAMBANGAN TAHUN 2017 

IUP LUAS(HA) LOICASI 

3 4 s 

Emas(dmp) 
332,4 Desa Sumur Mas,Kee.Tewah dan Rungan Hulu 

Emas(dmp) 
400 Desa SUmur Mas,Kee.Tewah dan Runpn Hulu 

Batubara S.100 Desa Harowu,Kee Mlrl Manasa 

Batubara 10.000 Desa la wans Kan)l dan TumbangMaraya Kee.Daman 

Zlrkon(dmp) 1.054 Desa Talanskah dan Berengbaru Lee. Rungan 

Zlrkon(dmp) 
2.529 Desa Tarlngen kec.Manuhlns 

Zlrkon(dmp) 
Desa PilangMundukdanTumbanaEmpas Kee. Kurun 

10.000 dan Manuhlns Raya 

Zlrkon(dmp) 3.000 Desa SepangSlmln Kee. Sepang 

Batubara 9.750 Pesa la wans KanJI Kee. Damans Batu 

Batubara 
Desa TanJuna Rlu, Tewans PaJangan an Tumbans 

7.850 Wlwan Kee. Kurun dan Tewah 

Galena (dmp) 4.431 Pesa Tumbana Mahurol Kee. Damang Batu 

Galena (dmp) S.569 Desa Tumbana Mahurol Kee. Damang Batu 

Mlneral Logam 20.600 Pesa Harowu Kee. Mlrl Manasa 

Mineral Logam 1.350 Pesa Harowu Kee. Mirl Manasa 

Mineral t.ogam 
4.883,70 Desa Buleng Kee. Manuhuims 

Emas(dmp) 
Hakau, dan PllangMundukKee. Kurun dan Manuh!ng 

5.190 Raya 

Zlrkon(dmp) 
Oesa Kampurl, TumbangDanau, DahlanTambull, 

2.793 Tum bang Hakau dan Huruna Bunut 

Mineral Logam 
1.904.BO Pesa Tarinaen kee.Manuhlng 

Zlrlcon(dmp) 9.317 Desa SepangSlmln Kee. Sepang 

Batubara 
Desa Penda Ranps dan Tumbang Lapan Kee. Kahayan 

8.770 Hulu Utara dan Mlrl Mansa 

Batubara 6.770 Desa Tumbans posu dan batu tanpul kee.lalhayan 

Zirkon(dmp) 
10.220 

Desa Dahlan Tambulr,Kampurl,Ranpn Tate,Tewal 
baruda sepangkee.mlhingraya dan sepang 

Batubara 
Pesa 11mb.Lambalns. Teluk Lawah,tbs beren,upun 

10.000 batu batu nvlwuh tumbano habaon 

STATUS 

6 
operasi 

produksl 

operasl 
produksl 

ekplorasi 

elcplorasl 

ekplorasl 

operasl 
produbl 

ekplorasl 

ekplorasl 

ekplorasl 

ekplorasl 

ekplorasl 

ekplorasl 

ekplorasl 

ekplorasl 

operasi 
produksl 

ekplorasl 

ekplorasl 

operasl 
produbl 

ekplorasl 

ekplorasl 

ekplorasl 

ekplorasl 

ekplorasl 
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No PIRll5NWl4 IIJP ~ LIJASI STAJUS 

1 2 3 4 s 6 
Batumn DesaTumlra!iManyanpnSarennpndanTumhangLambalngKec.Junm 

24 PT. 6VMJXG1U.Wi6Mlm 2.850 danTmh ekp!orasl 

2S PT.HAill!RJAYA~ Batumn 4.3go Desa Balllltfamu, Tumba11&PiJaltifl,dan TtMl.awah, Ket Tmh ekp!arasl 

Batuban 
26 PT.lh\'ESTA!I MNIIIIRI 5590 Desa Tmnghjanpn dan TumbangMwanlec. Kunm ekpl«asl 

27 PT. ltMSTA!I PiWIDIRI llrton(dmp) 2.G32 Oesa Taja I/rap, KecTewah danKahayanHulu Utara operasl pradubl 

28 PT.ttm!M'AJAYASUX5ES Batuban 2.800 Desa Taja 1/rap,Kec Tw.ihdan Kahayan HufuUtara ekp!orasl 

29 PT. lfflXl'ENTAJAYASUXSB Batumn mo Desa TaJa lnp. Kee Tmh dan lahayan Hulu Utan tlplorasl 

30 PT. IHllURAPBITA Batuban 10.IN» Desa fa jar Kahayan, Taringen,Twnbangleruh, Ket Manult!fta elp!orasi 

31 PT.1111Mifmmlllm151A 
Man(dmp) 

7.104 
Desa PemauJ!ilimau, Tampebs,5epangKola danSepalijimill,Kec. 
Sepang -Si 

32 PT.MYATAUTI.Y,\PIP.WA fmas(dmp) 9.!61 Desa Seyktal danDesa TlllltbangRala,yanKtamatan~n el;lorasl 

n PUIINMNIDIRlstJIS6 Batumn 10.000 Desa Tlllllhanglfatupung, Rungan Killn dan Ha row Kee. MIi Ml111sa el;lorasl 

34 PT.SIINMNIIIIRISUXSES Batuban 9371 DesaTumbanglemlKet Tmh ekp!arasi 

35 PT. KNtAYAN&INEMI. fmas(dmp) S.450 DesaTumbangllatu~RunganHlnndanHarowKec.MriManasa ekplorasl 

36 PT.OOMANTANMNIHGAMlr.tNBW. 
Minerallopm 

24.800 Oesa RanpnHirandanllarowKec.Mri Manasa 
(dmpl ekplarasi 

37 PT. KM.lEIIGMIGNIABIDI fmas(dmp) uoo Desa TumbangRahuyan BatuNyapau, Kee Runpn llulu clan Ttwh ekp!orasJ 

38 PT. KM.1Eli611MJJD fmas(dmp) 10.000 DesaThmbangPufftalXec.Kahayanllululllara ekp!orasl 

39 PT.WIIASM111NGMAIMUR Batullan 9.507 Desa luwutl.angus,IK. Rlu!3!n ekp!arasi 

40 tv.miCNIAMAXMURWliD!lll Batumn S.o21 Desa PtMa Pilangdinlatu NyapauKec.lunuulan Kee. Tewah ekp!arasi 

fmas(dmp) DesatumbangTami, Turnbaltglwit, Tlllllbang~nan, Tlllllbangl.apan 

41 PT. r.Alll«iNIPmliM. 9.941 Kee. Kahapnlllllu Ulara ekp!arasi 

42 PT. KAllllGMSIMAIIARillNI l)lhBesl 10.000 Desa leretallSllrian dan Tomhangm lee. DamangBatu ekp!arasl 

43 PT. W~ANIISAIIASEINIIB!A Batubara 9.000 Desa TumbangMaraya dan LawangKanji Kec. DamangBatub ekplorasl 

44 PUAUMNffANIISAIIASEJAlllERA Batubara 9.000 Desa Tea hang Kee, ManuhingRaya dan Kecamatan DamarraBatu eiplorasl 

45 PT.MA.QIJRPAlNIGKAl6TMI 2Jtm1 2.175 Oesa Tumbansbn dan TtwangPajangan Kee. Kunrn e~lorasl 

Oesa BerengBln,, Talnlah, Luwut La11ps, Dan BerengBalawan Kee. 
46 PT.l\WOOJTA&BN.IPNUA Zirbln SLQI lllansndan Mamdling ekp!arasi 

DesaBetqBarv,Talanpah,lml:LanpS,DanlltrqBalawanKec. 
ekplorasi 

41 PT.IINTMIIIIA1UUStlWA Mim~I 9.701 IPdmndanMamdlial 

Tembapldffll 
Desa Tumba11iM. TumbanqNapol,Kwal, TumllingMlll'jOI, 

41 PT.lUI r.tHIM.PiJMNG UIS M!apulwngdin TumllllgMasutih tlplorasi 
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No PERUSAHAAN IUP LUAS(HAI LOICASI STAlUS 

1 2 3 4 5 6 

Bltubua 
49 PT. MllRAKREASI 8ERSAMA 1.380 Desa Teluklawah, Tumban,TamblrahKee. Tewah ekplorasl 

Bltubara OeR Tartnaen, TumbansKllrah, Tumban,Sepan, 
Tumbans Keruh,dan Tatas Rlnpu, danJalemu 

so PT. MEGAH CITRAABADI 10.000 Kee, Runpn dan Manuhlng ekplorasl 

Bltubara Oesa Berens Balawan Tortngen, Totos Rangau, da 

51 CV. NUSA PERKASANUSANTARA 4,326 Jalemu Kee, Manuhlna dan Runpn. ekplorasl 

52 PT, PANCADUTAKAL'TING £mas 10.000 Oesn Janglt dan Tumbana Lapan ekplorasl 

53 PT. PASIFIKTAMBANG INDOHESI Zlrkon 11.9!10 Desa Parempel dan Pematans elqllorasl 

54 PT. PERSADAMAKMURSEJAHltF Batubara 10.000 OeR TumbansMarlngel Kee. Runpn ekplorasl 

55 PT. PERSADAMAICMURSEJAHm Bltubana 6,200 Oesa Tumbana Blrtngel Kee. Runpn elqllorasl 

56 PT. l'RIMABARAINDONESIA Bltubara 10.000 Desa BlngunSarl Kee. Manuhlng ekplorasl 

57 CV. RUHGANPERICASAJAYA Bltubara 1.400 Desa TvmbanaSlruk Kee. Mlrl Mlnasa ekplorast 

Zlrlion Oesa Huninallllnut,DlhanT11mbllk1Cec.Kurund1n 

58 PT, RAHAYU SEJAH'IERA 2.SOO MlhlnaMansa ekplorasl 

59 PT. SAHEROI MINERAL PERKASA Zlrton 2.430 Desa Takaras ICee. Manuhlnsdan Runpn ekplarasl 

60 PT. SINAR KUSUMAKAUMANTAN Zlrkkon 10.000 
Desa TumbanaHakau, Dtsa Tumban1Tarlak, 

ekplorasl 
TumbanaMlwan danTewangPaJanganKec. Kurun 

61 PT. SINAR USAHASEIAll 11 
llotubara Desa Karetaurembansun dan Tumb1n11Anol Kee. 

10.000 
DamanaBatu ekplorasl 

Batubara Desa lawansKanJI, TUmbans Maraya Dan 

62 PT. SINAR USAHASEIAll I 10.000 Tumbans Pasu Kee. D1m1ns Batu elqllurasl 

63 PT. SINARK£MIIARA8ADI Mineral 20.900 Desa Ran,an Hlran dan Harowu Kee.Ml rt Manasa ekplarasl 

64 PT. SURYAICAUMANTANSEJATI Batublra 9.930 Desa TumblnslCIJuel kec. Runpn ekplarasl 

65 PT. SURYAICAUMANTAN SEJAll Bat11bara 6.800 Desa Tvmbans Kl Juel be. Runs;an ekplorasl 

66 PT. SWI MINERAUNDOUTAMA llltubara 5.360 Desa Tawal lllru Kee. Sepans ekplorasl 

67 PT, TM>JMUHNITNIG MINERAi Batublra 10.371 Des• TvmblnaTamblrah ICec. Kurun ekplorasl 

68 PT. TAOJAHANANTANG MINERAi Batubana 949 Desa Tumban1Tamblrah Kee. Kurun ekplcnsl 

Emas Desa TumbangSlan, TumbansT1nJ11ngan dan 

69 PT. TEOPILAABADI 1.000 TumbansTalcol Kee. Kahayan Hulu Utara elcplorasl 

Desa Tumbmns la pan din Dosa Penda Ranpn Kee. 

70 PT. TEOPILAABADI fmas 4.000 Kahayan Hulu Utara dan Damane Batu elcplorasl 

71 PT. llMURRAYAMINING Galena 10.0GO 
Dua TumbansTalcol Tumbans Ku dan Tum bans 
Ponwl Kee. Kahavan Hulu Utara dan Mlrt Manasa elcplorasl 

72 PT. TAIOKAMINING INDUSlRIAL Galena (dmp) 746 Kee:. Mlrl Manas• ekplorasl 

73 PT. lUNASARTHAPERICASA Zlrkon (dmp) 637 Desa Tarlnpn Dan Tabros el,plorasl 
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Ne PERUSNIAAN IIJP lUASCHA) lOKASI STATUS 

1 2 3 4 s 6 

74 PT, lUHASNITHAPSIICASA Zlrton 1.4~ 0o .. Tart"CJlld•n Tauras Kee. Man•hlt Opera1I Produbl 

f1M1 Zlrton (dmpJ DoloT•nJllftlhrtt.111,Ran,u•n. T-. TumlNlnaEmpo1.Ronpn 
7S PT, VHCTOII PRIMAau- 4.550 Teu. clan 1Co""""1. Kee. Seponaclan Mlhlna Roya olrplorasl 

Zlrton(dmpJ Dou lCOrttalr.Robauh. t11yundanTum1>enai:,,,pa1,Koc.Sepana 
76 PT. WNWIASUM!ISIMAICMUR 6.917 don Tllfflbaftl Empas elrolotHI 

71 PT, WAHNIASUMRR MAICMUR Zlrton(dmpJ J.G67 Dou TampolH clan Se pone Slmln tkplatHI 

78 PT. TNIASAIC SUNGB IWIAYAN Batubara 10.000 Kec.Kurvn Oponl 

79 PT. PUTRABINTANlESTARI Zltlcon(dmpJ 1.506 Oosa Porompol dan lleren1 Barv Kee. Runpn ckplor11I 

80 PT,BAWANP-GIIOUP ea1 ... n 10.000 Oosa Robombonaicec. Runpn Baral okl,lorHI 

11 PT. MUI.TI ICARYAPRIMAMANDIRI Batuon 10.000 Dou RobambanaKGc.Ro,npnBarot 1l,platHI 

82 NllSQN- Bai...n 10.000 kec.Kurun okplatHI 

113 LDCOH Batuan 1S.000 Doll Batu Nyapou Kee. Tcwah okplon1I 

14 KOPBIASI HANDEP HAPAICAT Batuan 1B.ooo Kec.T...,,h olljllotall 

IS PT. ICARYAEICASAICTI Batuon 1.641 
Deso TumboftlPHonp,n, 0.10 TllfflbonaTuwe, Kie. bhoyon 

oti,latall 
Hululltaro 

96 CV.PUTRAIWIAYAN Batuan 10.0DO Kee. Towah okplorHI 

17 UJIDICfflNG lab.Ian 5.000 IGac..lCl.trun clqllorul 

Bl GELURI N'IIJNGAU Batuan 5.(100 Koc.Kurun ekplon11 

If PT.Mfl!ADAYAUTAMA Batubaro 10,000 
D011 lleronallalo-n, Tartnpn,PatH, Talas Ronpudanlalomu, 

ol;platall Koc Manuhlnaclan Ronpn 

Sumber: DPMSTP Kabupaten Gunung Mas 

Pariwlsata 
Sebagai Kabupaten dengan luas 10.804 Km2 (7,4% dari luas 
provinsi kalteng), Periwisata di Kabupaten Gunung Mas sampai 
saat ini masih perlu dilakukan penataan dan pemeliharaan. 
Namun program tersebut tentunya memerlukan dukungan 
dana yang tidak sedikit. Berbagai kendala yang dihadapi dalam 
pengembangan wisata daerah ini adalah: minimnya sarana dan 
prasarana pendukung dilokasi wisata, terbatasnya sarana dan 
prasarana transportasi menuju lokasi tujuan wisata dan 
kurangnya kegiatan promosi, baik untuk para investor 
maupun kepada wisatawan. 

Tabel 3.12.Potensi Wisata Di Kabupaten Gunung Mas 

No Jenis Obiek Wisata Nama Obiek Wisata/Lokasi 
1 Potensi Objek 

WisataAir 
Air Terjun Batu Mahasur 
Merupakan objek wisata air (tirta) dengan luas 
areal 2 Ha terdapat di Daerah Kurun Hulu 
Kecamatan Kurun. 
Air Terjun Bawin Kameloh 
Merupakan objek wisata air (tirta) dengan luas 
areal 5 Ha terdapat di Daerah Kurun Seberang 
Kecamatan Kurun. 
DAM Sekata Juri 
Terdapat di daerah kurun seberangdengan 
luas 400 Ha Kecamatan Kurun. 

Rfam Gohong Rawat 
Merupakan objek wisata air (tirta) terdapat di 
Kelurahan Tumbang Jutuh (±120 Km dari 
ibukota kecamatan run,zan 



2. 

3 

4 

Potensi Objek 
Cagar Budaya 

Potensi Objek 
Sejarah 

Potensi Objek 
Rekreasi 
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Wisata Betang Damang Batu Tumbang Anoi 
Betang Damang Batu terletak di Desa Tumbang Anoi. 
Huma Betang merupakan rumah khas masyarakat adat 
dayak yang berbentuk rumah panggung berbahan dasar 
kayu ulin. Dalam rumah betang tersebut di diami 
beberapa keluarga. 
BetangToyol 
Betang Toyoi terletak di Desa Tumbang Malahoi 
Kecamatan Rungan. Didalam betang masih tersimpan 
rapi sebuah Balanga/ Guci. Cerita mitos yang unik 
dikenal dengan nama "Halamaung Putri Andi 
Sambung". 
Betang Damang Singa Kenting 
Betang Damang Singa Kenting berada di Desa Tumbang 
Korik Kecamatan Kahayan Hulu Utara. Bangunan 
Betang di Cesa Tumbang Korik ini berjumlah 3 buah 
yakni Betang Damang Singa Kenting, Betang Jaga 
Jahan dan Betang Jaga Kamis. 

Wisata Situs TambUD Bwigai 
Terletak di Tumbang Pajangei Kee. Tewah. Terdapat 
peninggalan seperti pusaka Tampung Penyang Tambun 
dan Bungai, Batu Petahu, dan beberpa kumpulan 
pusaka lainnya. 
Situs Makam Singa RUDjanz 
Terdapat di Kuala Kurun merupakan objek wisata 
sejarah. 

Wisata Batu Sull 
Merupakan objek wisata alam/rekreasi di Desa 
Tumbang Manange/Upon Batu Kecamatan Tewah. 
Hulu Sungai Kahayan 
Hulu Sungai Kahayan Terletak di Desa Tumbang 
Mahuroi. 

Usaha ltikro, Kecil, Menengah clan Koperasl 
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh BPS Gunung 

Mas untuk tahun 2016 diketahui bahwa banyalmya usaha 
perdagangan yang tecatat pada Dinas Transmigrasi, Tenaga 
Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2016 
sebanyak 2.262 usaha yang terdiri dari perdagangan 
menengah, kecil,dan mikro. Berdasarkan bentuk perusahaan, 
jumlah perusahaan yangtelah diterbitkan tanda daftar 
perusahaan pada tahun 2016, terbanyak adalah perusahaan 
perorangan sebanyak 210 perusahaan. 

Koperasi adalah salah satu bentuk lembaga profit sosial 
yangbertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya 
melaluiberbagai bentuk usaha.Koperasi menghadapi kendala 
utama yang bersifat internal yaitu kualitas sumber daya 
manusia yang masih rendah. Kendala internal tersebut 
menimbulkan kendala lain yang lebih khusus yaitukelemahan 
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menimbulkan kendala lain yang lebih khusus yaitukelemahan 
dalarn permodalan.Jumlah koperasi di Kabupaten Gunung Mas 
cukup banyak dansudah tersebar harnpir di seluruh kecarnatan. 
Untuk jenis Koperasi Unit Desa (KUO) secara keseluruhan, 
terdapat 24 7 unit koperasi yangterbagi atas koperasi unit desa 
(KUO) sebanyak 9 unit dan koperasi non KUO sebanyak 238 unit. 

Berdasarkan uraian yang disajikan diatas, pontensi 
penanarnan modal yang ada dikabupaten Gunung Mas disajikan 
sebagaimana ditabel berikut: 

Tabel 3.13.Potensi dan Peluang Investasi 

Komodltas Unggulan Lokasi Potenslal Luas Peluang lnvestasl 
Area 

Rekreasi dan Fasilitas Tersebar di Kecamatan Cukup Penyediaan dan 
Penelitian Mihing Raya, Manuhing Luas Pengelolaan 

Raya dan Damang Batu lnfrastruktur 
beserta fasilitas 
oendukun!mva 

Emas, Batubara, Tersebar di Semua Cukup Explorasi dan 
Zirkon, Kecamatan Kabupaten Luas Exploitasi 

Mineral Logam dan GunungMas 
Batuan 

Karet, Kelapa Sawit, Tersebar dikecamatan Cukup Budidaya dan 
dan Kopi kurun, Luas Indutri pengolahan 

sepang,manuhing,rungan, basil panen 
rungan barat,Kahayan 

hulu utara dan miri 
manasa 

Padi Sawah, Padi Tersebar di Semua Cukup lndustri 
Ladang,Jagung,Kacang Kecamatan Kabupaten Luas pengolahan dan 
kedelai,kacang tanah GunungMas oenyediaan pupuk 

Patin, Nila, Mas, Tersebar diKecamatan Cukup Budidaya dan 
Baung, Betok, Lais, kurun Tewah dan Luas Industri 

Belida,1ZB.bus Runa:an Pena:olahannva 
Sapi, Kerbau, Babi, Tersebar diKecamatan Cukup Budidaya dan 
Ayam Buras, Ayam kurun Tewah dan Mihing Luas Industri 

Pedaging, Kambing dan Raya Pengolahannya 
Itik 

Wisata Alam, Wisata Tersebar di Semua Cukup Pengembangan 
Sejarah, Wisata Cagar Kecamatan Kabupaten Luas infrastruktur dan 

Budaya, Wisata Air GunungMas Fasilitasnya, serta 
manajemen dan 

pengelolaan objek 
wisatanya 

Ayaman Rotan, Tersebar di Semua Pengembangan 
Kerajinan Bambu dan Kecamatan Kabupaten Kreatifitas dan 
kayu,kerajinan pandai GunungMas kemapuan 

besi,pengolahan mengolah bahan 
pana:an baku 

$umber: OPMSTP Kabupaten Gunung Mas 
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3.4. Rencana Tata Ruang dan Potensi Penanaman Modal 
Kabupaten Gunung Mas melalui Peraturan Daerah Nomor 8 
tahun 2014 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2034. Sehubungan dengan 
RUPMK, rencana tata ruang ini sangat penting untuk diperhatian 
dalam penyelenggaraan penanaman modal mengingat bahwa 
penanaman modal memerlukan ruang untuk pelaksanaan 
kegiatannya. Rencana yang sangat berpengaruh adalah ( 1) 
Rencana Struktur Ruang yang merupakan rencana untuk 
pengembangan berbagai sarana dan prasarana pelayanan publik 
dan perekonomian, (2) Renacana Pola Ruang yang mengatur 
mengenai penggunaan ruang untuk berbagai kegiatan pelayanan 
public dan aktivitas berbagai sector ekonomi dan (3) Rencana 
Kawasan Strategis yang mengatur mengenai Kawasan Strategis 
Kepentingan Ekonomi, Kawasan Strategis Peningkatan Fungsi 
dan Daya Dukung Lingkungan, dan Kawasan Strategis 
Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau 
Teknologi Tinggi. 

3.4.1.Rencana Struktur Ruang 
Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas 
tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhiraki 
satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana 
wilayah Kabupaten. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 
hingga Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Nomor 8 tahun 2014 tentang Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2034. 

A. Rencana Sistem Pusat Pelayanan 
Sistem pusat pelayanan Kabupaten, meliputi: 

a. PKLyang ditetapkan dalam RTRW Provinsi; dan 
b. PPK dan PPL yang ditetapkan Kabupaten. 

Sistem perkotaan Kabupaten yaitu Kota Kuala Kurun sebagai 
PKL. Sistem perkotaan Kabupaten meliputi: 
a. PPK, meliputi: 

1. KotaTewah; 
2. Kota Tumbang Talaken; 
3. Kata Sepang Simin; 
4. Kota Jakatan Raya; 
5. Kota Tumbang Rahuyan; 
6. Kota Tehang; 
7. Kota Kampuri;dan 
8. Kota Rabambang. 

b. PPL, meliputi: 
1. Tumbang Miri; 
2. Tumbang Marikoi;dan 
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3. Tumbang Napoi. 
Kota-kota sebagaimana dilengkapi dengan Ruang Terbuka 

Hijau (RTII) sebesar 30 (tiga puluh) persen. Bagian wilayah kota 
yang akan disusun rencana detail tata ruangnya meliputi: 
a. bagian wilayah Kabupaten yang merupaka.n ibu kota Kabupaten; clan 
b. bagian wilayah Kabupaten yang merupaka.n ibu kota Kecamatan. 

B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama 
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama, terdiri dari: 
1. sistem jaringan prasarana transportasi; 
2. sistem jaringan prasarana energi; 
3. sistem jaringan prasarana telekomunikasi; 
4. sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan 
5. sistem jaringan prasarana lingkungan. 

1. Sistem jaringan prasarana transportasi 
Sistem jaringan prasarana transportasi meliputi: 
a. sistem transportasi darat, meliputi: 

1. jaringan jalan, meliputi: 
a) jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai kolektor 

primer 1 meliputi: Sei Hanyu-Kuala Kurun-Tewah
Tumbang Rahuyan-Jakatan Raya-Rabambang-Tehang
Tumbang Samba; 

b) jaringan jalan provinsi berfungsi sebagai kolektor primer 2 
meliputi: Bukit Liti-Bawan-Kuala Kurun; dan 

c) jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai jalan lokal 
primer meliputi: 
1) Sepang Simin-Jakatan Raya; 
2) Jakatan Raya-Tumbang Talaken; 
3) Jakatan Raya-Kuala Kurun; 
4) Tehang-Tumbang Marikoi; 
5) Tumbang Marikoi-Tumbang Miri; 
6) Tumbang Miri-Tumbang Napoi; 
7) Tumbang Miri-Tewah; 
8) Tumbang Talaken-Tehang; 
9) Tumbang Marikoi-Desa Tumbang Mahoroi; 

10) Kuala Kurun-Desa Linau-Jakatan Raya; 
11) Sepang Simin-Desa Takaras; dan 
12) Sepang Simin-Kuala Kurun, 

2. jaringan prasarana lalu lintas, meliputi: 
a) terminal tipe B di Kota Kuala Kurun; 
b) terminal tipe C di Kota Jakatan Raya; dan 
c) trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), meliputi: 

1) Palangkaraya-Kuala Kurun; 
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2) Pulang Pisau-Kuala Kurun; 
3) Tarniyang Layang-Kuala Kurun; 
4) Kuala Kapuas-Kuala Kurun; 
5) Buntok-Kuala Kurun; 
6) Muara Teweh-Kuala Kurun; dan 
7) Puruk Cahu-Kuala Kurun, 

3. jaringan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi jaringan 
Kuala Kapuas-Kahayan Hilir-Jekan Raya-Manuhing; dan 

4. jaringan prasarana angkutan sungai, meliputi: 
a) pelabuhan sungai di Sepang Simin; 
b) pelabuhan sungai di Karnpuri; 
c) pelabuhan sungai di Kuala Kurun; 
d) pelabuhan sungai di Tewah; 
e) pelabuhan sungai di Tumbang Miri; 
f) pelabuhan sungai di Tumbang Marikoi; 
g) pelabuhan sungai di Tumbang Napoi; 
h) pelabuhan sungai di Takaras; 
i) pelabuhan sungai di Jakatan Raya; 
j) pelabuhan sungai di Tumbang Rahuyan; 
k) pelabuhan sungai di Tumbang Talaken; 
I) pelabuhan sungai di Tehang; dan 
m) pelabuhan sungai di Rabambang, 

b. sistem transportasi udara, meliputi bandar udara dan ruang 
udara untuk penerbangan. Bandar udara dimaksud adalah 
Bandar udara pengumpan di Kota Kuala Kurun. Ruang udara 
untuk penerbangan diatur le bib lanjut dalam rencana induk 
bandar udara; dan 

c. sistem transportasi perkeretaapian terdiri atas sistem jaringan 
jalur utama dan simpul jaringan jalur barang. 
Sistem jaringan kereta api utama bagian dari jalur kereta api, 
meliputi: 
1. Puruk Cahu-Kuala Kurun-Rabambang-Palangka Raya-Pulang 

Pisau-Kuala Kapuas; dan 
2. Rabambang-Tumbang Sarnba-Sampit-Kuala Pembuang-Teluk 

Segintung. 
Sebagai simpul jaringan jalur kereta api barang meliputi: 
1. stasiun di Kota Kuala Kurun; dan 
2. stasiun di kota Rabarnbang. 

2. Sistem jaringan prasarana energi 
Rencana sistem jaringan energi meliputi: 
a. pembangkit tenaga listrik, meliputi: 

1) Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PL TM) dan 
Mikrohidro (PL TMH) di Taja Urap dan Tum bang Lapang; 

2) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kuala Kurun; 
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3) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PL TU) Batu Bara di 
TumbangTariak; dan 

4) gardu induk distribusi di Kuala Kurun, 
b. jaringan prasarana energi, meliputi: 

1) saluran udara tegangan ekstra tinggi berada di kawasan 
industri; 

2) saluran udara tegangan tinggi, meliputi: 
a) sepanjang jalan kolektor primer 1; dan 
b) sepanjangjalan kolektor primer 2, 

3) saluran udara tegangan menengah mengikuti jaringan jalan 
lokal primer. 

3. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi 
Sistem jaringan telekomunikasi direncanakan untuk meningkatkan 
kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang 
terpadu dan merata di wilayah Kabupaten. 
Sistem jaringan telekomunikasi meliputi: 
a. penyelenggaraan jaringan terestrial, meliputi: 

1) penyelenggaraan jaringan kabel; dan 
2) penyelenggaraan jaringan seluler, 

b. penyelenggaraan jaringan satelit, meliputi: 
1) penyelenggaraan jaringan internet; dan 
2) penyelenggaraan jaringan sambungan jarak jauh. 

4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air 
Sistem Jaringan Sumber Daya Air, meliputi: 

a. wilayah sungai, meliputi: 
1) DAS Kahayan; 
2) sub DAS Rungan; 
3) sub DAS Miri; dan 
4) sub DAS Manuhing, 

b. danau/waduk, meliputi: 
1) Bendungan Sakata Juri; 
2) Sakata Tewah; 
3) Gohong Rawai; 
4) Hurung Bunut; dan 
5) Penda Pilang, 

c. Daerah lrigasi (DI), meliputi: 
1) DI Gohong Rawai dengan luas pelayanan kurang lebih 710 

hektar; 
2) DI Sakata Tewah dengan luas pelayanan kurang lebih 440 hektar; 
3) DI Sakata Juri dengan luas pelayanan kurang lebih 500 hektar; 
4) DI Hurung Bunut dengan luas pelayanan kurang lebih 

560 hektar; dan 
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5) DI Penda Pilang dengan luas pelayanan kurang lebih 150 
hektar. 

d. prasarana air baku untuk air bersih, meliputi: 
1) sumber air baku Sungai Kahayan; 
2) sumber air baku Sungai Rungan; 
3) sumber air baku Sungai Miri; 
4) sumber air baku Sungai Manuhing; 
5) sumber air baku Sungai Hamputung; dan 
6) sumur bor, 

e. prasarana dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna, meliputi: 
1) pengembangan sistem air bersih terintegrasi dengan 

pelayanan sistem air bersih eksisting yang telah ada; 
2) mengintegrasikan pengembangan sistem air bersih dengan 

sistem jaringan jalan; 
3) menggunakan sumber air baku yang terdekat dengan wilayah 

pelayanannya; 
4) pengolahan air bersih menggunakan sistem konvensional; dan 
5) distribusi pelayanan sistem air bersih dengan menggunakan 

sistem gravitasi. 

5. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan 
Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan, meliputi: 
a. sistem jaringan air limbah, meliputi: 

1) sistem pengelolaan limbah, meliputi: 
a) sistem pengelolaan setempat; 
b) sistem pengelolaan terpusat. 

2) prasarana pengelolaan limbah, meliputi: 
a) prasarana limbah domestik. Pengembangan prasarana 

pengolahan limbah domestik dilakukan melalui: 
1. pengembangan septik tank individual; dan 
2. pengembangan sistem terpadu untuk kawasan 

perkotaan, 
b) prasarana limbah industri, meliputi: 

1. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL); dan 
2. pengembangan IPAL secara mandiri di kawasan 

industri. 
b. sistem jaringan persampahan, meliputi: 

1) sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan dengan 
cara open dumping dan di masa depan diarahkan ke sistem 
sanitary land fill; dan 

2) prasarana pengolahan persampahan berupa tempat 
pembuangan akhir di Kecamatan Tewah dengan luas kurang 
lebih 20 hektar. 
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3.4.2. Rencana Pola Ruang 
Rencana Pola Ruang berdasarkan Pasal 21 sampai dengan 
Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 
tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2014-2034, Rencana pola ruang wilayah 
Kabupaten meliputi: 
a. rencana kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan 

lindung dengan luas kurang lebih 59.514,03 hektar yang 
tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Damang Batu, 
Kecamatan Miri Manasa dan Kecamatan Kahayan Hulu Utara; 
dan 

b. rencana kawasan budi daya, terdiri atas: 
1) kawasan peruntukan hutan produksi; 

a) kawasan hutan produksi (HP) dengan luas kurang 
lebih 195.388,47 hektar tersebar meliputi Kecamatan 
Damang Batu, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan 
Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Tewah, Kecamatan 
Kurun, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Sepang, 
Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Rungan, 
Kecamatan Rungan Hulu dan Kecamatan Rungan 
Barat; dan 

b) kawasan hutan produksi terbatas (HPI') seluas kurang 
lebih 195.420,52 hektar, meliputi Kecamatan Damang 
Batu, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Kahayan 
Hulu Utara dan Kecamatan Tewah, 

2) kawasan peruntukan pertanian seluas 545.624,74 hektar, 
meliputi: 
a) kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan ini 

merupakan kawasan pertanian lahan pangan 
berkelanjutan dengan luas kurang lebih 10.587,62 
hektar meliputi Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah, 
Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing; 

b) kawasan pertanian hortikultura merupakan kawasan 
dengan luas kurang lebih 69.365,06 hektar meliputi 
Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Manuhing 
Kecamatan Rungan, Kecamatan Kurun dan 
Kecamatan Rungan Barat; 

c) Kawasan perkebunan dengan komoditas unggulan 
karet dan sawit luas kurang lebih 462.147,06 hektar 
meliputi Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Miri 
Manasa, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan 
Tewah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Mihing Raya, 
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Kecamatan Sepang, Kecamatan Manuhing, Kecamatan 
Manuhing Raya, Kecamatan Rungan, Kecamatan 
Rungan Hulu dan Kecamatan Rungan Barat; 

d) kawasan petemakan dengan luas kurang lebih 3.500 
hektar meliputi Kecamatan Manuhing, Kecamatan 
Kurun, Kecamatan Mihing Raya dan Kecamatan 
Rungan; 

e) Kawasan Perikanan dengan luas kurang lebih 25 
hektar meliputi Kecamatan Tewah, Kecamatan Kurun 
dan Kecamatan Rungan, 

3) kawasan peruntukan pertambangan dengan luas kurang 
lebih 4. 756,93 hektar yang berada dalam kawasan Alokasi 
Penggunaan Lainnya (APL) meliputi Kecamatan 
Manuhing, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kurun, 
Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Rungan, Kecamatan 
Rungan Hulu Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan 
Damang Batu. Kawasan pertambangan meliputi: 
a) kawasan pertambangan mineral logam dengan luas 

kurang lebih 330,93 hektar; 
b) kawasan pertambangan mineral bukan logam dengan 

luas kurang lebih 4.107,54 hektar; dan 
c) kawasan pertambangan batuan dengan luas kurang 

lebih 318,46 hektar, 
4) kawasan peruntukan permukiman, meliputi: 

a) kawasan peruntukan permukiman perkotaan berupa 
kawasan perkotaan di Kabupaten dengan luas kurang 
lebih 4.721,44 hektar; dan 

b) kawasan peruntukan permukiman perdesaan berada 
terse bar di setiap Kecamatan dengan luas kurang 
lebih 2.393,33 hektar. 

5) kawasan peruntukan industri, meliputi: 
a) kawasan peruntukan industri rumah tangga tersebar 

di setiap Kecamatan; dan 
b) kawasan peruntukan industri sedang dan besar seluas 

kurang lebih 254,61 hektar berada di Kecamatan 
Kurun, 

6) kawasan peruntukan wisata, meliputi: 
a) kawasan peruntukan wisata, meliputi Air Terjun Batu 

Mahasur, Air Terjun Bawi Kameloh, Batu Suli, Betang 
Singa Kenting, Betang Damang Batu dan Betang 
Toyoi; dan 

b) Kawasan peruntukan wisata budaya berupa Situs Batu 
Tambun Bungai, 

7) kawasan peruntukan lainnya berupa lokasi yang akan 
ditentukan sebagai kawasan strategis kepentingan 
pertahanan dan keamanan ke depan di Kabupaten 
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Gunung Mas adalah Hutan Kawasan Tertentu untuk 
Latihan Militer di Kecamatan Kurun - Tewah serta 
kawasan militer untuk: 
a) Koramil 1011-19 di Kecamatan Kurun; 
b) Koramil 1011-20 di Kecamatan Tewah; 
c) Koramil 1011-21 di Kecarnatan Rungan; 
d) Koramil 1011-22 di Kecamatan Tumbang Talaken;dan 
e) Korarnil 1011-23 di Kecamatan Tum bang Miri. 

3.4.3. Rencana Kawasan Strategis 
Kawasan strategis kabupaten Gunung Mas meliputi: 
a. kawasan strategis kepentingan ekonomi meliputi: 

1) Kota Kuala Kurun, 
2) kawasan agropolitan di Kecamatan Manuhing, 
3) kawasan pertanian berkelanjutan di Kecamatan Kurun, 

Kecamatan Rungan, Kecamatan Tewah dan Kecamatan 
Sepang;dan 

4) kawasan pengembangan peternakan di Kecamatan Mihing 
Raya, 

5) kawasan strategis peningkatan fungsi dan daya dukung 
lingkungan hidup ditujukan pada revitalisasi kawasan dan 
lingkungan di Damang Batu dan Miri Manasa; dan 

6) Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya 
alam dan/ atau teknologi tinggi diarahkan pada upaya 
pengembangan pertambangan dengan memanfaatkan 
teknologi untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan yang 
direncanakan di Kecamatan Kurun dan Kecamatan Tewah. 

3.5. Kondlsl Kelembagaan PIPlnanarnan Modal Kabupaten Gunung Mas 
Sesuai dengan peraturan Peraturan Bupati Gunung Mas 

Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan 
pemerintah Kabupaten Gunung Mas ditetapkan bahwa di 
Kabupaten Gunung Mas, perangkat daerah yang dibentuk untuk 
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman 
modal adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMSTP) Kabupaten Gunung Mas. DPMSTP 
mempunyai visi dan misi sebagai berikut: 

VISI: 

"MEWUJUDKAN TERCIPI'ANYA IKLIM INVESTASI YANG 
KONDUSIF DAN BERDAYA SAING DENGAN PENYELENGGARAAN 
PEIAY ANAN PRIMA". 
MISI: 
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a. meningkatkan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan 
melalui promosi investasi daerah, sosialisasi ke bijakan 
penanaman modal dan penyebarluasan informasi investasi, 
perizinan dan non perizinan; 

b. meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan standar 
pelayanan, pengembangan kompetisi sdm, peningkatan sarana 
prasarana dan penggunaan teknologi informasi dalam sistem 
pelayanan; 

c. meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan 
pelayanan bidang penanaman modal, perizinan dan non 
perizinan serta tindak lanjut pengaduan masyarakat; 

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perizinan dan non 
perizinan berdampak peningkatan pendapatan daerah; dan 

e. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 
penanaman modal, perizinan dan nonperizinan secara berkala 
dan berkelanjutan. 

Untuk mewajudkan visi dan melaksanakan visi tersebut, 
DPMSTP Gunung Mas mempunyai tugas dan fungsi sebagai 
berikut: 
a. Tugas 

DPMPrSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan seluruh kebijakan dalam melakukan 
perencanaan pengembangan dan promosi investasi di bidang 
Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta 
melakukan tindak penyelengaraan pengawasan dan 
pengendalian Investasi yang menjadi kewenangan Pemerintah 
Daerah.cvbd 

b. Fungsi DPMPTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud point (1) menyelengarakan fungsi: 
1. penyusunan kebijakan di bidang penanaman modal daerah; 
2. penyelengaraan pelayanan perizinan dan non perizinan 

terpadu satu pintu; 
3. penyelengaraan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

berbagai tingkatan pemerintahan; 
4. penyelengaraan perencanaan dan program skala prioritas 

dalam rangka pengembangan penanaman modal dan 
promosi potensi daerah; 

5. pengoordinasian antar pemerintah Kabupaten dengan 
pemerintah provinsi lain, kabupaten/kota dan pihak lainnya 
baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang penanaman 
modal; 

6. penciptaan iklim usaha sesuai kebijakan bupati dan 
ketentuan peraturan perundangan-undangan; 
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7. penyelengaraan penerbitan persetujuan pemberian 
rekomendasi fasilitas dan perizinan di bidang penanaman 
modal dan pelayanan umum sesuai kewenangan; 

8. penyelengaraan kerjasama dengan dunia usaha ataupun 
dengan instansi pusat dan daerah; 

9. penyelengaraan pengelolaan informasi, pengaduan dan 
pengolahan data di bidang penanaman modal dan pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu; 

10. penyelengaraan pengawasan, pengendalian dan pemantauan 
serta pembinaan di bidang penanaman modal dan pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu; dan 

11. penyelengaraan urusan kesekretariatan, kepagawaian, dan 
rumah tangga dinas penanaman modal dan pelayanan 
terpadu satu pintu. 

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan melalui beberapa 
bagian sebagaimana tercantum pada gambar dari struktur 
Organisasi berikut: 

DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU 

SATUPINTU 

I 
I 

KBLOMPOK JABl'Ul'fG r--------- SEKRETARIAT 
I 

I I I I I I I I 
I I 

I I 
I 
I SUBBAGIAR SUBBAGIAR 
I UMUIIDAB PERERCARAAlf, 
I KEPEGAWAIAlf KEUABGAR DAB ASET 
I . 

I I 
BIDABG BIDABG amAHo 

PERGBMBAllGAR PELAYABAB PDGADVAB, 
PERABAMAR MODAL PDGAWASAB DAB 

PDGOLABAB DATA 
I I I 

8EK81 SBKSI SEKSI 
PERGEIIBABGAR - lllFORMASI DAB PERGADUAB, -IKLIII INVBSTASI PDDAFl'ARAlf PERGAWASAK DAB 

PBRGB!IDALIAR 

8BKSI 
8EK8I PELAYABAB SEKSI 

PROIIOSl llfVBSTASI - PEIUZINAB DAR BOB PERGOLAHAII DATA i-
DAERAB PBRIZIBA!f DAB PELAPORAH 

Gambar 3.1: Struktur Organisasi DPMPrSP Kabupaten Gunung Mas 
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Berdasarkan data jumlah dan Jen1s penJ1nan yang telah 
diterbitkan di Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.14. Perizinan Yang Telah Diterbitkan KPPT Kabupaten Gunung 
Mas sampai dengan Tahun 2017 

SIPEO 

. um 5 1 

31. 
. 0 

32. 0 10 
33. rat Izin Kerja Refreksionis Optisien 0 2 

6 

10 
2 



BABIV 
VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL 

4.1. Visi Misi Penanaman Modal Nasional dan Provinsi Kalimantan 
Tengah 

4.1.1.Visi dan Misi Penanaman Modal Nasional 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Rencana Umum Penanaman Modal ditetapkan bahwa Visi 
penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah 
"Penanaman . Modal yang Berkelanjutan dalam rangka 
terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera." 

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu 
sebagai berikut: 
a. membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing; 
b. mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi 

yang bernilai tambah; dan 
c. mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional. 

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan 
penanaman modal,yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu: 
a. perbaikan iklim penanaman modal; 
b. persebaran penanaman modal; 
c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; 
d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green 

investment); 
e. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi 

(UMKMK); 
f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman 

modal; dan 
g. promosi penanaman modal. 

4.1.2. Visi dan Misi Penanaman Modal Provinsi KaHmsm.tan 
Tengah 

Visi dan Misi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan 
Tengah ditetatpkan melalui Peraturan Gubemur Kalimantan 
Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum 
Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 -
2025. Visi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah 
untuk periode 2016-2025 adalah "Terwujudnya Kalimantan 
Tengah sebagai daerah Penanaman modal yang menarik, 
bertumbuh dan berkelanjutan dengan disertai komitmen yang 
kuat menuju masyarakat yang maju, mandiri dan adil". 

Dengan makna: penentuan arah perencanaan dan 
pengembangan, pelayanan prima, promosi yang efektif, 
deregulasipengendalian, pengembangan sumber daya manusia. 
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Untuk mencapai Visi Penanaman Modal tersebut mal<a 
ditetapkan 6 (enam) Misi sebagai berikut: 
a. kegiatan penanaman modal yang lebih adil, merata dan 

berwawasan lingkungan; 
b. iklim investasi yang lebih kondusif dan stabil, adanya rasa 

keamanan bagi para pelaku ekonomi dalam kegiatan 
penanaman modal yang berlangsung; 

c. memberdayakan masyaral<at dunia usaha termasuk UMKMK 
dan seluruh kegiatan ekonomi; 

d. otonomi daerah di bidang penanaman modal sesuai potensi 
dan kemampuan daerah, dengan diversifikasi kegiatan 
ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan dalam setiap 
sektor ekonomi; 

e. Kerjasama Internasional melalui promosi penanaman modal 
yangmengutamakan kepentingan nasional; dan 

f. Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan 
(BPMDP) Kalimantan Tengah yang profesional, transparan, 
responsif, dan memiliki intergritas yang tinggi. 

4.2. Visi clan Misi Penanaman Modal Kabupaten Gunung Mas 
Rancangan Visi yang dituangkan dalam dokumen RUPMK 

ini diselaraskan dengan Visi RUPM Nasional seperti telah 
disampaikan terdahulu sehingga menjadi satu bagian dokumen 
jangka panjang yang terintegrasi. Adapun Visi RUPM Nasional 
sampai tahun 2025 adalah "Penanaman Modal yang 
berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang 
Mandiri, Maju, dan Sejahtera". 

Berdasarkan Visi tersebut, penanaman modal nasional 
dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan negara 
yang mandiri, maju, dan sejahtera. Perumusuan visi RUPMK juga 
mempertimbangkan Visi RUPM Provinsi Kalimantan Tengah 
tahun 2016-2025 yaitu: "Terwujudnya Kalimantan Tengah 
sebagai Daerah Penanaman Modal yang Menarik, Bertumbuh dan 
Berkelanjutan dengan disertai Komitmen yang Kuat Menuju 
Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Adil". 

4.2.1. Vial clan Mlsi RPJP Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 - 2028. 
Dokumen Perencanaan lain yang juga dipertimbangkan 

dalam perumusan Visi RUPMK adalah Visi Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2009-2028, yaitu " GUNUNG MAS YANG 
MANDIRI, MAJU, SE.JAHTERA DAN ADIL " Adapun pengertian 
dari Visi tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Kemandirian: Pembangunan sebagai upaya sistematis mengisi 
terbentulmya Kabupaten Gunung Mas basil pemekaran dari 
kabupaten Kapuas, harus merupakan upaya membangun 
kemandirian. Pada tataran masyarakat, mandiri adalah 
masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mencukupi 
kebutuhan hidupnya dengan layak. Pada tataran Pemerintah 
Daerah, mandiri adalah mampu membiayai pembangunannya 
dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya 
sehingga ketergantungan dengan luar semakin berkurang. Oleh 
karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus 
dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing 
menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. 
Kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang 
mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam 
menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, 
kemandirian pada dasamya adalah masalah budaya dalam arti 
seluas-luasnya. Wujud rill dari kemandirian ini adalah ketahanan 
ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat yang 
dilandasi oleh modal sosial yang melembaga dalam sikap dan 
perilaku sehari-harinya; 

b. Kemajuan : Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan 
suatu negara diukur dari kualitas sumber daya manusianya. 
Suatu daerah dikatakan makin maju apabila sumber daya 
manusianya memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan 
pendidikan yang berkualitas tinggi. Daerah yang sudah maju 
ditandai dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan 
kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan 
kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan 
tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Ditinjau dari 
tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah 
diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada 
tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan 
rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu daerah 
menjadikan daerah tersebut lebih makmur dan lebih maju. 
Daerah yang maju pada umumnya adalah daerah yang sektor 
industri dan sektor jasanya telah berkembang. Kemandirian 
dan kemajuan suatu daerah tidak hanya dicerminkan oleh 
perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang 
lebih luas. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam 
keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata
pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan 
sosial; 

c. Sejahtera: Pembangunan pada hakekatnya adalah tekad dan 
sekaligus upaya yang bersungguh-sungguh serta 
berkelanjutan melalui serangkaian kombinasi proses sosial, 
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ekonomi dan kelembagaan demi mencapai kehidupan 
masyarakat yang sejahtera. Kehidupan yang sejahtera itu 
ditandai oleh paling tidak oleh 3 hal, yaitu ( 1) Kecukupan 
(sustenance); (2) meningkatkan harga diri/martabat (self 
esteem); dan (3) kebebasan memilih dan berpartisipasi 
(freedom). Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat 
yang sudah terpenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya, 
baik kebutuhan materi juga kebutuhan mental spritual 
sehingga dapat memberikan makna dan arti penting 
kehadirannya bagi daerah lain di Kalimantan Tengah maupun 
untuk tataran nasional; dan 

d. Keadilan: Pembangunan Kabupaten Gunung Mas bukan 
hanya untuk terwujudnya daerah dan masyarakat yang 
mandiri, maju, dan sejahatera saja, melainkan juga 
masyarakat yang berkeadilan. Sebagai pelaksana dan 
penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, 
rakyat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, 
melaksanakan, maupun menikmati basil pembangunan. 
Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh 
rakyat, dan untuk: rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan 
merupakan ciri yang menonjol pula dalam pembangunan 
nasional. Keadilan harus tercermin pada semua aspek 
kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama 
dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan 
pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan 
kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak 
politik; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di 
depan hukum. Dengan demikian, masyarakat yang adil 
berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik 
antar individu, gender, maupun wilayah. 

Dalam mewujudkan visi pembangunan Jangka Panjang 
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 tersebut, ditempuh 
melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah jangka panjang, yaitu: 
a. membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. 

Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang 
sangat penting dalam mewujudkan masyarakat Gunung Mas 
yang maju, mandiri, adil dan sejahtera, sehingga memiliki 
daya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, 
pembangunan sumber daya manusia dimaksudkan untuk 
menanggulangi kemiskinan dan diarahkan pada peningkatan 
kualitas sumber daya manusia yang antara lain ditandai 
dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (1PM) 
dan indeks pembangunan gender (IPG), tingkat kesehatan 
yang semakin meningat, semakin 
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berperannya perempuan dan generasi muda dalam 
pembangunan daerah. 

b. membuka isolasi daerah. 
Pembukaan isolasi daerah dilalrukan melalui pembangunan 
sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan 
berkualitas sehingga mendukung kegiatan ekonomi, sosial, 
dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui 
pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai 
keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. 
Untuk itu, pembangunan transportasi dilaksanakan dengan 
mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan 
intramoda; mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk 
berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan; meningkatkan 
iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan 
efisiensi dan memberikan altematif bagi pengguna jasa 
dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah 
sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau 
kepada masyarakat. 

c. memperkuat perekonomian daerah yang berdaya saing. 
Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat 
perekonomian daerah serta berorientasi dan berdaya saing 
global. Untuk itu dilalrukan transformasi bertahap dari 
perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya 
alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. 
Interaksi antar daerah didorong dengan membangun 
keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan 
antardaerah yang kokoh. 
Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama 
laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi 
penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan 
maupun dalam. penyerapan tenaga kerja. Upaya tersebut 
dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola 
peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, 
penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju 
ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian dan 
ketahanan daerah secara berkelanjutan; mengelola 
kelembagaan ekonomi termasuk jasa keuangan yang 
melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik 
secara berkelanjutan, dan mengelola sumber daya alam 
secara berkelanjutan. 

d. mewujudkan Gunung Mas yang lestari. 
Melalui misi ini pengelolaan pelaksanaan pembangunan 
Kabupaten Gunung Mas harus mampu menjaga 
keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, 
keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan 
hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya 
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dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini 
dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi 
antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial 
ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan 
ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang 
berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya 
alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas 
kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan 
kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan 
pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar 
pembangunan. 

e. mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan 
berkeadilan. 
Perwujudan dari misi ini adalah meningkatkan pembangunan 
daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, 
keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan 
wilayah/ daerah yang masih lemah; menanggulangi 
kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan 
akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai 
pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta 
menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk 
gender. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan 
melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, 
kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas 
keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga 
legislatif daerah. 

4.2.2. Vial dan Mist RUPMK Tahun 2018 - 2025 
Berdasarkan kepada Visi RUPM Nasional, RUPM Provinsi 

Kalimantan Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Kabupaten Gunung seperti telah diuraikan terdahulu maka Visi 
dan Misi RUPMK yakni sebagai berikut: 
VISI 
"MewuJudkan Penanarnan Modal Yang Berdaya Saing, 
Mandiri, Berkeadllan Dan Ramah Lingkungan". 

Dalam rangka untuk mewujdkan visi tersebut misi yang 
harus dilaksanakan melalui kebijakan dan pelaksanan kegiatan 
penanaman modal adalah: 
a. meningkatkan kualitas dan kelengkapan regulasi 

penanaman modal daerah yang berkeadilan dan ramah 
lingkungan; 

b. meningkatkan penanaman modal dalam infrastruktur untuk 
menciptakan kemandirian pangan dan energi; 

c. mewujudkan iklim yang kondusif dan berdaya saing untuk 
pengembangan dan peningkatan penanaman modal; 
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d. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemandirian 
penanaman modal untuk menciptakan kenyamanan dan 
kemudahan berinvestasi di gunung mas dan kalimantan 
tengah; dan 

e. mengembangkan potensi daya tarik penanaman modal untuk 
menjadi penyokong utama dalam pertumbuhan dan kegiatan 
perekonomian daerah. 



BABV 
ARAB KEBIJAKAN PENA.NAMAN MODAL 

5.1. Kebijakan Dasar clan Ketentuan Umum Penanaman Modal 
Ditetapkannya Undang-Undang Penanaman Modal adalah 

sebuah kebutuhan sebagai respon atas perkembangan masyarakat 
khususnya komunitas dunia usaha yang semakin dinamis, baik di 
dalam negeri maupun di dunia intemasional. Dalam era dimana 
kemajuan teknologi informasi begitu berpengaruh kepada dunia 
bisnis, arus perputaran modal pun demikian cepat dari tempat 
satu ke tempat lain. Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal maka pengaturan kegiatan 
penanaman modal di Indonesia mengalami perubahan dan 
diharapkan berkesuaian atau sejalan dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 
memberi wewenang lebih luas kepada daerah untuk melakukan 
penyelenggaraan investasi di daerah. Dengan adanya Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
tersebut kewengangan daerah menjadi lebih luas tidak hanya 
sebatas pada perizinan penanaman modal, akan tetapi juga 
meliputi pengaturan lebih lanjut dari kebijakan tingkat atas baik 
yang berkenan dengan pemberian berbagai fasilitas investasi 
maupun pembinaan dan pengendalian modal di daerah. 

Ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui 
Undang-Undang tentag penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah mengakhiri 
dualisme pengaturan penanaman modal antara penanaman modal 
asing dan penanaman modal dalam negeri. Ditetapkannya undang
undang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas 
kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 
tahun 2007 ditetapkan Kebijakan Dasar Penanaman Modal yang 
menjadi acuan dan kerangka dalam pengembangan dan 
penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia, baik penanaman 
modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Ditetapkan 
bahwa kebijakan dasar /umum penanaman modal adalah untuk: 
a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi 

penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian 
nasional; dan 

b. mempercepat peningkatan penanaman modal. 
Selain itu, dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana 

dimaksud, Pemerintah akan memberi perlakuan 
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yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan asing dengan 
tetap memperhatikan kepentingan nasional. Selanjutnya, 
Pemerintah akan menjamin kepastian hukum, kepastian 
berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak 
proses pengurusan perizinan hingga berakhirnya kegiatan 
penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan, serta membuka kesempatan bagi perkembangan dan 
memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, 
dan koperasi. 

Untuk itu maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam 
penyelenggaraan Penanaman modal akan tetap berpegang teguh 
dengan kebijakan dasar tersebut. Dalam tataran pekasanaannya di 
Kabupaten Gunung Mas, selain berpedoman kepada kebijakan 
nasional, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas juga 
mempertimbangkan dengan seksama kebijakan umum penanaman 
modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana 
ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 
65 tahun 2015. 

Untuk teknis kebijakannya, Kabupaten Gunung Mas, dalam 
memberikan arahan kebijakan umum juga dipertimbangkan 
berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Kabupaten Gunung Mas, tahun 2009- 2028 sebagaimana 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Nomor 5 tahun 201 O tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028. 

Karena penanaman modal memerlukan ruang, maka arah 
kebijakan umum penanaman modal Kabupaten Gunung Mas 
adalah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten 
Gunung Mas, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana 
Tataruang Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2034. 

Oleh karena itu, arah kebijakan umum Pemerintah 
Kabupetan Gunung Mas adalah searah dengan kebijakan nasional 
dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah dan untuk arahan teknisnya akan sesuai dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Tata Ruang 
Kabupaten Gunung Mas. 

Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan melaksanakan 
misi seperti yang disebutkan terdahulu maka Kabupaten Gunung 
Mas dalam penyelenggaraan penanaman modal dapat mengambil 
kebijakan dasar dan Ketentuan umum Penanaman Modal. 
Kebijakan dasar dan ketentuan umum dimaksud adalah 
merupakan penjabaran lebih lanjut dari makna yang terkandung 
dalam Visi dan juga upaya yang sebaiknya 
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dilakukan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten 
Gunung Mas. 

5.1.1. Kebijakan Dasar 
Dalam rangka mendorong, meningkatkan, dan memajukan 

kegiatan penanaman modal, maka Pemerintah Kabupaten 
Gunung Mas dapat menetapkan kebijakan dasar penanaman 
modal dalam rangka: 
a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif 

bagi kegiatan penanaman modal dalam rangka penguatan daya 
saing daerah dalam perekonomian nasional dan global; dan 

b. mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal daerah. 
Pada proses menetapkan kebijakan dasar tersebut, 

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memegang prinsip: 
a. memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam 

modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan 
tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin 
kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan 
berusaha bagi penanam modal, sejak proses perizinan sampai 
berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan; 

b. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan 
perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan 
koperasi; 

c. mengidentifikasi potensi sumber daya daerah berkelanjutan 
dan yang tidak berkelanjutan yang hasilnya disajikan dalam 
bentuk peta investasi daerah dan petunjuk tentang potensi 
sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan 
yang tersedia dengan fokus untuk terwujudnya pertumbuhan 
ekonomi yang ramah lingkungan dengan pendekatan 
pertumbuhan ekonomi hijau ( Green Growth Economy); 

d. mengidentifikasi dan menyusun daftar pengusaha mikro, kecil, 
menengah, dan besar pada produk-produk unggulan yang 
potensial dalam rangka program kemitraan dengan swasta; 

e. menyusun program pengembangan penanaman modal daerah 
sesuai dengan program pembangunan daerah; 

f. menetapkan bidang usaha unggulan yang menjadi prioritas 
sesuai potensi dan daya dukung daerah, dalam bentuk daftar 
bidang usaha unggulan daerah; 

g. menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk 
penanaman modal, tertutup untuk penanaman modal asing, 
dan bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan 
tertentu; 
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h. menyusun profil-profil proyek penanaman modal atas bidang
bidang yang terbuka dengan persyaratan tertentu; 

i. menyusun profil-profil investasi proyek kemitraan; 
j. menetapkan kebijakan pemberian insentif, dan 

kemudahan penanaman modal di daerah; 
k. melaksanakan pelatihan dan penyusunan teknis dan 

bisnis bagi usaha kecil dan menengah; dan 
1. menyelenggarakan kewenangan lain di bidang kebijakan dan 

perencanaan pengembangan penanaman modal yang belum 
ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

5.1.2. Ketentuan Umum 
Dalam kerangka Rencana Umum Penanaman Modal 

Kabupaten Gunung Mas, terdapat beberapa ketentuan umum 
yang berfungsi sebagai batasan atau definisi operasional, yang 
meliputi hal-hal sebagai berikut: 
a. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penggunaan 

dan penanaman modal untuk melakukan kegiatan usaha, 
baik oleh penanam modal (investor) dalam negeri maupun 
investor asing; 

b. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan 
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara 
Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal 
dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri; 

c. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal 
untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik 
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, 
baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun 
yang patungan dengan penanam modal dalam negeri; 

d. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang 
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam 
modal dalam negeri dan penanam modal asing; 

e. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga 
Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik 
Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal 
di wilayah negara Republik Indonesia; 

f. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain 
yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang 
mempunyai nilai ekonomis; 

g. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara 
asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha 
asing, badan hukum asing, dan/ atau badan hukum Indonesia 
yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak 
asing; 
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h. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh 
Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara 
Indonesia, atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum 
atau tidak berbadan hukum; 

i. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang 
pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 

j. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ a tau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi 
atau Badan; 

k. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah 
Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong 
peningkatan penanam modal di daerah; 

1. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari 
Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk 
mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam 
rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah; 

m. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, 
pengu.rangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non 
perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal 
dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan 
persaingan usaha tidak sehat di daerah; 

n. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan 
penyelenggaraan suatu perizinan dan non penzman yang 
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari 
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan 
dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari 
tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen 
yang dilakukan pada satu tempat. 

5.2. Perbatkan lkllm Penanaman Modal 
Kendala investasi yang seringkali clihadapi oleh calon 

investor di negara kita antara lain: 
a. masalah regulasi (peraturan) yang berhubungan erat dengan 

birokrasi pemerintahan. Para investor dalam proses 
menanamkan investasinya di Indonesia memerlukan waktu 
yang relatif lebih lama dengan birokrasinya yang masih 
berbelit-belit, disertai berbagai pungutan liar oleh berbagai 
pihak. Sedangkan di negara lain, justru lebih mengutamakan 
kecepatan pemrosesan perijinan tersebut, dan bahkan 
investor pemula diberikan keringanan pajak 
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pada masa awal investasinya. Sehingga sudah selayaknya 
investor lebih menyukai untuk berinvestasi di negara yang 
alur birokrasinya lebih pendek dan simpel; 

b. masalah yang paling sering dikeluhkan oleh para calon 
investor di Indonesia adalah tingkat korupsi yang sangat 
tinggi, dimana hal ini seakan telah menjadi masalah kronis; 

c. masalah infrastuktur, kita ketahui bersama bahwa infrastruktur 
di Indonesia dan khususnya di luar Jawa saat ini kondisinya 
masih memprihatinkan. Di sisi lain suatu investasi sangat 
memerlukan infrastuktur pendukung seperti ketersediaan 
listrik, jalan, alat transportasi, ketersediaan air, sarana 
pelabuhan yang memadai untuk melakukan kegiatan ekspor
impor dan beberapa sarana dan prasarana lainnya; dan 

d. masalah sistem hukum dan sistem finansial yang belum 
begitu mendukung iklim investasi di Indonesia. 

Melihat berbagai ragam kendala yang seringkali dihadapi 
oleh para calon investor yang akan masuk ke lndoenesia dan juga 
berbagai daerah, maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah 
membuat berbagai macam perbaikan dan penyempurnaan untuk 
meningkatkan iklim investasi di Indonesia dan berbagai daerah. 

Untuk itu di Kabupaten Gunung Mas kebijakan yang dapat 
iambil adalah antara lain; 

a. peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, 
yang terutama dilakukan melalui: 
1. sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah 

agar kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah 
dapat selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Salah 
satu upayanya adalah dengan penyusunan Peta Jalan 
Harmonisasi Regulasi terkait Investasi; 

2. penghapusan regulasi dan peraturan di daerah yang 
menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk 
berinvestasi dan berusaha; 

3. penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya 
biaya perizinan di daerah; dan 

4. penyediaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang telah 
dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 
untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi, 

b. penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di 
daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa, antara 
lain: sektor migas, jasa transportasi, serta sektor industri 
manufaktur berbasis sumber daya alam; 



- 56 -

c. pengembangan layanan investasi yang memberikan 
kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan 
bagi investor dan pengusaha, melalui: 
1. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP di daerah, antara lain 

dengan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari 
lembaga/instansi yang memiliki kewenangan; 

2. Optimalisasi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), untuk 
menyatukan perizinan tingkat kabupaten pada satu 
tempat layanan perizinan. Adapun langkah yang akan 
dilakukan, antara lain adalah: 
a) pengembangan kelembagaan DPMPTSP; 
b) Penyederhanaan dan standarisasi prosedur, 

pengembangan proses perizinan secara paralel untuk 
menghemat waktu, serta pengembangan layanan 
pengaduan permasalahan perizinan; 

c) penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses 
perizinan, sehingga dapat meningkatkan kepastian 
waktu dan kredibilitas layanan; dan 

d) pengembangan tracking system perizinan di DPMPI'SP. 
d. pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif 

fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang 
transparan, yang dapat: 
1. mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur 

dengan mengedepankan keseimbangan sebaran investasi 
di Kabupaten; 

2. mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan infrastruktur energi nasional; 

3. mendorong pengembangan industri yang dapat 
menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana; 

4. mendorong investor terutama investor dalam negeri untuk 
mengembangkan industri pengolahan bahan tambang 
dalam negeri; dan 

5. mendorong investasi sektor minyak dan gas. 
e. Optimalisasi Forum Investasi, yang beranggotakan lintas 

perangkat daerah yang secara rutin mengadakan pertemuan 
untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan 
mencarikan solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim 
investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha 
dan investor; 

f. peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan 
menciptakan hubungan industrial yang harmonis melalui: 
1. penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong 

investasi pada pekerja sehingga dapat menyerap tenaga 
kerja seluas-luasnya; 
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2. dalam menghadapi transisi hubungan industrial sesuai 
dengan lingkungan domestik dan internasional; 

3. sistem hubungan industrial yang kuat didasarkan pada 
prinsip dan standar yang mengakui secara efektif terhadap 
kebebasan berserikat, dan hak untuk berorganisasi serta 
collective bargaining. 

g. peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui 
pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam 
rangk.a penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung 
iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur 
pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan 
untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan, melalui 
1. reposisi dan penguatan kelembagaan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Daerah (KPPUD) atau Tim Investasi 
Kabupaten Gunung Mas; 

2. pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti 
persaingan usaha yang sehat (seperti: monopoli dan kartel) 
yang mendistorsi pasar; 

3. pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, 
energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta 
infrastruktur dan logistik; 

4. peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah daerah 
agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat; 
dan 

5. pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, 
kecil, dan mikro. 

5.3. Persebaran Penanaman Moclal 
Untuk mengejar pemerataan investasi itu, Pemerintah telah 

mengeluarkan sejumlah kebijakan yang idealnya dapat 
mempermudah laju distribusi investasi. Kebijakan tersebut harus 
dimanfaatkan secara maksimal oleh kalangan pengusaha di 
daerah. 

Kebijakan yang dapat ditempuh oleh kabupaten Gunung 
Mas adalah antara lain sebagai berikut: 
a. pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang 

belum terlayani oleh pusat pertumbuhan melalui 
pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung 
lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki; 

b. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif 
penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman 
modal di kawasan yang belum terlayani oleh pusat 
pertumbuhan; 

c. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara 
lain dengan pola pendekatan klaster dan kawasan industri, 
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wilayah industri, kawasan peruntukan industri dan kawasan 
berikat; 

d. pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi 
baru dan terbarukan, air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya yang masih melimpah di kawasan yang belum 
terlayani pusat pertumbuhan sehingga dapat mendorong 
pemerataan penanaman modal di wilayah Kabupaten Gunung 
Mas; dan 

e. percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan yang 
belum terlayani oleh pusat pertumbuhan dengan 
mengembangkan pola kerjasama pemerintah swasta (KPS) dan 
non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman 
modal untuk sektor strategis tertentu. 

5.4. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, clan Energi 
a.Pangan 

Sasaran penanaman modal di bidang pangan pada 
masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan: 
a. swasembada beras berkelanjutan; 
b. mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; 
c. swasembada gula berkelanjutan; 
d. mengembangkan klaster pertanian dalam arti luas; dan 
e. mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk 

ekspor. 
Adapun arah kebijakan pengembangan penanaman 

modal di bidang pangan adalah sebagai berikut: 
1. pengembangan tanaman pangan berskala besar (food 

estate) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang 
belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya 
masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan 
perlindungan bagi petani kecil; 

2. pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman 
modal yang promotif untuk ekstensiftkasi dan intensifikasi 
lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan 
prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan 
ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan 
perkebunan; 

3. pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, 
dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di 
wilayah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan; 

4. peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun 
citra positif produk pangan Kabupaten Gunung Mas; 



- 59 -

5. pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan 
pangan Kabupaten Gunung Mas, antara lain sektor pupuk 
dan benih; dan 

6. pengembangan pangan pokok lokal dengan tujuan untuk: 
1. mengembangkan pangan pokok sumber karbohidrat 

dengan berbagai bentuk olahannya yang dapat 
disandingkan dengan beras/nasi, yang berbahan baku 
sumberpanganlokal;dan 

2. membangun kesadaran masyarakat untuk kembali pada 
pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui 
penyediaan bahan pangan pokok selain beras serta 
sosialisasi dan promosi diversifikasi pangan. 

Dari kebijakan pengembangan pangan ini diharapkan 
bahwa para penerima manfaat adalah kelompok 
usaha/ perorangan yang bergerak di bidang produksi dan 
pengolahan pangan pada skala usaha mikro, kecil atau 
menengah (UMKM). Oleh karena itu kelompok UMKM Pangan 
harus dibentuk yang ditetapkan untuk dibina dalam proses 
produksi atau pengolahan mulai dari bahan baku, mesin 
peralatan, pengemasan hingga uji kelayakan produk. 

b. Infraatruktur 
Arah kebijakan pengembangan pananaman modal di bidang 
infrastruktur adalah sebagai berikut: 
1. optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat 

ini sudah tersedia; 
2. pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan 

infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi 
di seluruh wilayah; 

3. pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, 
provinsi, kabupaten sampai desa-desa di Kabupaten 
GunungMas; 

4. percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada 
wilayah sedang berkembang dan belum berkembang; 

5. percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui 
mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) 
atau non (KPS); 

6. percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang 
diharapkan sebagai prime mover seperti jalan strategis 
nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer; dan 

7. pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan 
infrastruktur, antara lain pengembangan industri semen 
dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang 
tersedia di alam. 
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c. Energi 
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang 
energi adalah sebagai berikut: 
1. optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan 

terbarukan serta mendorong penanaman modal 
infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik; 

2. peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan 
terbarukan untuk mendukung efesiensi, konservasi, dan 
pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi; 

3. pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, 
dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru 
dan terbarukan (renewable energy) dan air sebagai sumber 
daya energi; 

4. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman 
modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan 
infrastruktur energi, khusunya bagi sumber energi baru 
dan terbarukan; 

5. pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai 
sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian; dan 

6. pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, 
antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan 
industri penunjang pionir / prioritas. 

S.S. Pemmaman Modal yang Benvawasan Lingkungan 
Arah kebijakan Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan 
( Green Investment) adalah sebagai berikut: 
a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program 

pembangunan lingkungan hidup, khususnya program 
pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, 
transportasi, industri, energi dan limbah, serta program 
pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati; 

b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang 
ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi 
baru dan terbarukan; 

c. pengembangan ekonomi hijau (green economy); 
d. pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal 

diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya
upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan 
pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta 
mendorong perdagangan karbon (carbon trade); 

e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang 
ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu 
hingga aspek hilir; dan 

f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan 
kemampuan atau daya dukung lingkungan. 
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5.6. Pemberclayaan UMKM clan Koperasi 
Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan 

berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu: 
a. strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha 

yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan 
ska.la yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi 
usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada 
akhirnya menjadi usaha berskala besar; dan 

b. strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa 
hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku 
usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling 
menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat 
memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam 
berbagai ska.la usaha. 

Perlu dibentuk kelompok usaha UMKM dibangun agar 
wirausahawan yang memiliki ska.la usaha kecil mampu 
menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada ska.la 
yang lebih besar. Kelompok usaha tersebut dibangun 
berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling 
menguntungkan. Diharapakan pola kerjasama semacam inilah 
akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha 
mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar. 

&. 7. Pemberian Kemuclahan clan Insentif Penanaman Modal 
Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal 

merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada 
sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk 
mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/ melakukan 
kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
pemerintah. Arah kebijakan pemberian kemudahan dan/ atau 
insentif penanaman modal itu adanya pola umum pemberian 
kemudahan dan/ a tau insentif, meliputi: 
a. faktor-faktor pertimbangan, berupa dasar pemberian 

kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah 
faktor-faktor ekstemal dan internal yang mesti 
dipertimbangkan. Faktor ekstemal yang perlu 
dipertimbangkan meliputi: 
1. pemberian kemudahan dan/ atau insentif diarahkan pada 

pemberian fiskal (keringanan Pajak Daerah dan/ atau 
Retribusi Daerah); dan/ atau 

2. pemberian kemudahan dan/ atau insentif non fiskal yang 
dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian 
kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur 
perizinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan 
pengadaan infrastruktur serta penghargaan, 
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sedangkan faktor-faktor internal yang perlu 
dipertimbangkan antara lain: 
a) strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; 
b) kepentingan pengembangan daerah; 
c) tujuan pemberian kemudahan dan/ atau insentif 

penanaman modal; 
d) pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan 

dengan sektor lain; 
e) besarannya secara ekonomi; 
t) penyerapan tenaga kerja; 
g) sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; dan 
h) tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten 

GunungMas, 
b. prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian 

kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal, antara lain: 
1. efisiensi administrasi; 
2. sederhana; 
3. transparan; 
4. keadilan; 
5. perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian); 
6. adanya jangka waktu; dan 
7. adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/ atau insentif 

penanaman modal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah, 

c. penetapan berdasarkan laiteria pertimbangan bidang usaha 
dapat didasarkan pada laiteria pertimbangan bidang usaha 
tertentu, antara lain: 
1. kegiatan penanaman modal yang melakukan industri 

pionir, adalah penanaman modal yang: 
a) memiliki keterkaitan yang luar; 
b) memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif 

yang tinggi; 
c) memperkenalkan teknologi baru; dan 
d) memiliki nilai strategis bagi perekonomian 

daerah/ nasional. 
2. kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas 

tinggi, adalah penanaman modal yang: 
a) mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi; 
b) memperkuat struktur industri daerah/ nasional; 
c) memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar 

intemasional; dan 
d) memiliki keterkaitan dengan pengembangan 

penanaman modal strategis di bidang pangan, 
infrastruktur dan energi, 
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Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas 
tinggi ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah 
dalam rangka kapentingan nasional dan perkembangan 
ekonomi wilayah, meliputi: 
a) kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak 

tenaga kerja; 
b) kegiatan penanaman modal yang melalrukan 

pembangunan infrastruktur; 
c) kegiatan penanaman modal yang melakukan alih 

teknologi; 
d) kegiatan penanaman modal yang berada di wilayah 

terpencil, tertinggal dan wilayah perbatasan atau 
wilayah lain yang dianggap perlu; 

e) kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian 
lingkungan hidup; 

f) kegiatan penanaman modal yang melaksanakan 
kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; 

g) kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan 
UMKM; dan 

h) kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang 
modal dalam negeri. 

d. penetapan berdasarkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain: 
1. Kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju; 
2. Kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah 

berkembang; dan 
3. Kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah 

tertinggal, 

Pertimbangan kriteria klasiflkasi wilayah ini diperlukan untuk 
lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan 
usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah 
tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan 
penanaman modal di seluruh wilayah Kabupaten Gunung 
Mas. Pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman 
modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus 
lebih besar dibanding di wilayah maju. 
Pengklasiflkasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan 
kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang 
dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) per kapita yang dikominasikan dengan ketersediaan 
infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin. Berdasarkan 
pertimbangan ekstemal dan internal, prinsip dasar pemberian 
kemudahan 
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dan/ atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal pada 
bidang industri tertentu, dan kriteria klasifikasi wilayah maka 
ditetapkan pemberian kemudahan dan/ atau insentif 
penanaman modal. Dengan demikian pemberian kemudahan 
dan/ atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan 
pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau 
kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah. 

a. Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman 
Modal oleh Pemerintah Daerah 
Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas 
dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk 
mempennudah setiap kegiatan penanaman modal dalam 
rangka mendorong peningkatan penanaman modal. 
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat memberikan 
kemudahan berupa: 
1. berbagai kemudahan pelayanan melalui DPMPrSP di 

bidang penanaman modal; 
2. pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan 

Pemerintah; dan 
3. kemudahan pelayanan dan/ atau perizinan kepada 

perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak 
atas tanah, fasilitasi pelayanan keimigrasian dan fasilitas 
perizinan impor, 

b. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan 
dan/ atau Insentif Penanaman Modal 

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan 
kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/ atau 
kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi 
salah satu dari kriteria sebagai berikut: 
1. memberikan k.ontibusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; 
2. menyerap banyak tenaga kerja lokal; 
3. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; 
4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 
5. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk 

domestik regional bruto; 
6. menjaga dan mempertahankan lingkungan dan 

berkelanjutan; 
7. memenuhi syarat sebagai prioritas skala tinggi; 
8. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik; 
9. melakukan alih teknologi; 

10. merupakan industri pionir; 
11. menempati lokasi di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, 

dan/ atau wilayah perbatasan; 
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12. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan 
inovasi; 

13. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha 
mikro, kecil atau koperasi; dan 

14. menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang 
diproduksi di dalam negeri. 

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan 
industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif 
tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan 
yang luas, strategis untuk perekonomian daerah dan 
menggunakan teknologi baru. 

c. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif 
Penanaman Modal 

Pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman 
modal diberikan oleb Bupati terbadap bidang-bidang usaha, 
termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/ 
kawasan/wilayah tertentu. 

Oleb karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya 
dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada 
perlu dilakukan evaluasi secara berkala terbadap pemberian 
kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini 
dilakukan oleb Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
penanaman modal daerah dan Perangkat Daerah terkait 
lainnya. 

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa 
rekomendasi/usulan penambahan dan/ atau pengurangan 
bidang-bidang usaha yang dapat memperoleb kemudahan 
dan/ atau insentif. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan penanaman modal daerah menyampaikan basil 
evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan 
Perangkat Daerah terkait. Hasil pembahasan selanjutnya 
disampaikan kepada Bupati dalam bentuk 
rekomendasi/usulan penambahan dan/ atau pengurangan 
bidang-bidang usaha yang dapat memperoleb kemudahan 
dan/atau insentif maupun disinsentif. Selain itu, basil 
evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha uang tertutup 
dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang 
penanaman modal yang diusulkan oleb Bupati kepada 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah/Pemerintah Pusat. 

5.8. Promoai dan Kerjaaama Penanaman Modal 
Kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal 

Kabupaten Gunung Mas diarahkan sekurang-kurangnya untuk: 
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a. penguatan image branding sebagai daerah tujuan penanaman 
modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan 
pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak image 
branding lokasi penanaman modal; 

b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targetted 
promotion), terarah dan inovatif; 

c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian 
target penanaman modal yang lebih ditetapkan; 

d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal 
dengan BKPMD Provinsi Kalimantan Tengah dan Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dari 
daerah lain; 

e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro 
aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal 
menjadi realisasi penanaman modal; dan 

f. peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilalrukan 
oleh pemerintah daerah dengan negara lain dan/ atau badan 
hukum asing melalui Pemerintah, dan pemerintah daerah lain 
dan/ atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling 
menguntungkan. 

Hal itu dalam rangka mewujudkan kegiatan-kegiatan 
strategis dan kawasan strategis Kabupaten Gunung Mas yang 
terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan 
sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam 
dan/ atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung 
lingkungan hidup. 



BABVI 
PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPMK 

Pegembangan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Gunung Mas 
dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap I (2018 - 2020): Pengembangan Penanaman Modal yang 
Relatif Mudah clan Cepat Menghasilkan 

Pelaksanaan tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas 
penanaman modal jangka pendek (2018 - 2020). Pada tahap ini 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong dan 
memfasilitasi: 
1. penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik 

penanaman modal yang melakukan perluasan atau melakukan 
penanaman modal baru; 

2. penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang 
setengah jadi bagi industri lainnya; 

3. penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi 
atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi 
impor; dan 

4. penanaman modal penunjang infrastruktur. 
Dalam rangka mendukung implementasi tahap I dan 

mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan 
penanaman modal adalah: 
1. membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan 

kegiatan-kegiatan besar dan strategis agar dapat segera 
diaktualisasikan implementasinya; 

2. menata dan mengintensitkan strategi promosi penanaman modal 
dalam dan luar negeri; 

3. mempromosikan Kabupaten Gunung Mas sebagai daerah tujuan 
investasi potensial (the right place to invest); 

4. melakukan kerjasama investasi regional dan antar regional 
untuk kepentingan penunjang investasi dan kerjasama regional 
dalam penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung 
investasi lainnya; 

5. mengidentifikasi kegiatan-kegiatan penanaman modal di wilayah 
yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya 
dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud; 

6. menggalang kerjasama dengan daerah lain dalam rangka 
peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang 
bemilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan; 

7. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan 
penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau 
diselesaikan; dan 
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8. melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia 
usaha/ industri. 

b. Tahap U ( 2020 - 2022) : Percepatan Pembangunan lnfrastruktur 
dan Energi 

Pelaksanaan tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas 
penanaman modal jangka menengah (Tahun 2020-2022). Pada 
tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang 
mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur 
pendukung wilayah/kawasan peruntukan industri dan kawasan 
industri seperti jalan, listrik/ energi, instalasi pengolahan limbah 
dan air bersih), diversifika.si, efisiensi, dan konversi energi 
berwawasan lingkungan. Pada tahap ini juga dipersiapkan 
kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong 
pengembangan industrialisasi skala besar. 

Dalam rangka mendukung implementasi tahap II dan 
mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan 
penanaman modal adalah: 
1. prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal 

perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur 
dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), 
di antaranya pembangunan jalan, jembatan, transportasi, 
pembangkit tenaga listrik, serta peningkatan kualitas sumber 
daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur 
juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (soft 
infrastructure), terutama pada bidang penduduka.n dan 
kesehatan; 

2. melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang 
berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka menjamin 
kepastian hukum bagi kegiatan penanaman modal sekaligus 
mendorong terbitnya peraturan perundang-undangan di tingkat 
daerah yang pro penanaman modal. Penyempurnaan atas 
peraturan daerah itu harus diiringi dengan semangat 
mengurangi/menghilangkan peraturan-peraturan yang memiliki 
efek kontraproduktif terhadap kegiatan investasi dan sekaligus 
sebelumnya dilakukan pemetaan dampak resiko terhadap 
perkembangan penanaman modal dengan munculnya peraturan 
perundang-undangan dimaksud (Regulatury Impact 
Assesesment). 

3. pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal 
untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung 
pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh 
pemangku kepentingan terkait; dan 

4. penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan 
energi di masa datang. 
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c. Tahap m (2023 - 2025) : Pengembangan Industri Skala Besar 

Pelaksanaan tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi 
penanaman modal jangka panjang (2023 - 2025). Pelaksanaan 
ta.hap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang 
menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya 
infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia 
yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal 
pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan 
dan/ atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. 
Pengembangan industri skala besar antara lain diwujudkan melalui 
pembangunan wilayah industri/kawasan peruntukan industri dan 
kawasan industri di wilayah yang telah dipersiapkan. Selain itu 
pengembangan industri besar juga diwujudkan melalui 
pembangunan kawasan berikat yang ditetapkan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pada tahap III ini kegiatan penanaman modal diarahkan 
untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui 
pendekatan klaster industri, klaster industri agrobisnis dan 
turunannya serta industri transportasi. Dan untuk mendukung 
implementasi ta.hap III dan tahap-ta.hap lainnya, langkah-langkah 
kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut: 
1. pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk 

penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi 
termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman 
modal di daerah; 

2. pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk 
mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan 
pengembangan ekonomi; 

3. koordinasi penyusunan program dan kegiatan instansi yang 
mebidangi urusan penanaman modal di pusat, provinsi dan 
kabupaten dalam rangka mendorong industrialisasi skala besar; 
dan 

4. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki 
ketrampilan ( talent worke,j. 

d. Tahap IV: Pengembangan Ekonoml Berbasls Pengetahuan 
(Knowledge- Based Economy) 

Pelaksanaan ta.hap IV dimaksudkan untuk mencapai 
kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat 
perekonomian Kabupaten Gunung Mas sudah tergolong maju. Pada 
ta.hap m1, fokus penanganan penanaman modal adalah 
pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan 
teknologi tinggi ataupun inovasi. 
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Dalam rangka mendukung pelaksanaan tahap IV, langkah
langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut: 
1. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan 

penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan 
penelitian dan pengembangan (research and development), 
menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam 
penggunaan energi; 

2. menjadi Kabupaten yang memililiki industri yang ramah 
lingkungan;dan 

3. mendorong Pemerintah Daerah untuk membangun kawasan 
ekonomi berbasis teknologi tinggi (technopark). 



1. Kaidah Pelaksanaan 

BABVII 
PELAKSANAAN 

RUPMK ini merupakan dokumen perencanaan penanaman modal 
di tingkat daerah untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan dasar 
investasi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal bahwa 
daerah yang memiliki potensi pengembangan investasi diharapkan 
menyusun RUPM yang mengacu kepada RUPM Provinsi dan Nasional. 

Penanaman modal diarahkan kepada pemerataan pembangunan di 
seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas melalui perencanaan 
pengembangan wilayah dan optimalisasi potensi daerah, sehingga 
diharapkan mampu menjadi motor penggerak tumbuhnya sentra 
industri dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Gunung Mas. Oleh karena 
itu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus menyiapkan peta 
investasi yang menjadi prioritas pengembangan investasi secara 
komprehensif. 

RUPMK membutuhkan perincian lebih lanjut terutama terkait 
dengan arahan kebijakan dasar seperti perbaikan iklim investasi, 
layanan investasi dan pengembangan investasi sektor-sektor prioritas 
daerah. Sesuai dengan sifat investasi lintas sektoral, maka diperlukan 
koordinasi antara semua pemangku kepentingan dalam penanaman 
modal. Untuk melakukan koordinasi secara integral, sinergis dan 
komprehensif diperlukan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan 
merupakan aspek paling fundamental dan menentukan tingkat 
keberhasilan berbagai entitas organisasi agar dapat melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang 
berlaku. 

Kegiatan investasi adalah bagian dari penyelenggaraan 
perekonomian Kabupaten Gunung Mas dan ditempatkan sebagai upaya 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, 
meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong 
pembangunan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat dalam suatu perekonomian yang berdaya saing. Karena 
itu lembaga investasi di Kabupaten Gunung Mas harus mampu 
menjadi inisiator, berorientasi "problem solving', dan menfasilitasi secara 
proaktif, baik kepada calon investor maupun yang sudah menjalankan 
usahanya 
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2. Pelalr.sanaan 

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 
Umum Penanaman Modal, penyusunan RUPMK dibutuhkan suatu 
uraian mengenai pelaksanaan-pelaksanaan program-program serta 
kegiatan-kegiatan investasi yang mengacu pada arah dan kebijakan 
investasi daerah yang telah disusun mengacu pada arah kebijakan 
investasi nasional. Agar lebih memperjelas pelaksanaan RUPMK, maka 
diuraikan tahapan pelaksanaan berdasarkan arah kebijakan investasi 
yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pelaksanaan RUPMK disesuaikan dengan arah kebijakan 
penanaman modal sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal seperti pada Tabel 7.1., 
sedangkan tahapan pelaksanaan RUPMK seperti pada Tabel 7.2. 
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Tabel 7 .1. Arab Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Indikator Penanaman Modal di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 - 2025 

KO ARAB DBLJAKAll PROGRAM KEGIATAN' .. . ,llfDIKATOR .. 

1. Perbaikan iklim penanaman 1. Penguatan kelembagaan DPMPI'SP 1. Pembuatan, monitoring dan evaluasi 1. Tersedianya suatu format Standar 
modal Kabupaten Gunung Mas. standar pelayanan minimal untuk Pelayanan Minimum (SPM) untuk 

2. Pengaturan arah kebijakan prioritas investasi daerah sesuai dengan investasi daerah sesuai dengan standar 
pembangunan yang dapat menjamin standar baku yang ada dan tuntutan baku dan tuntutan dunia usaha. 
peningkatan produktivitas dan ino- dunia usaha. 2. Tersedianya sumberdaya ma-nusia yang 
vasi secara berkelanjutan. 2. Penyiapan, monitoring dan evaluasi berkualitas di DPMPI'SP Kabupaten 

3. Pengaturan perizinan dan non per- kualitas sumberdaya manusia GunungMas. 
izinan yang mempertimbangkan pada DPMPTSP Kabupa-ten Gunung 3. Tersedianya sarana dan prasarana 
klasifikasi wilayah dalam rangka Mas yang terampil dan mampu penunjang bagi DPMPI'SP Kabupaten 
mendorong persebaran dan peme- beradaptasi serta tanggap terhadap Gunung Mas yang berbasis teknologi. 
rataan investasi. kebutuhan investor. 4. Terbentuknya unit kerja pa-da DPMPTSP 

4. Pengaturan persaingan usaha dan 3. Penyiapan, monitoring dan evaluasi Kabupaten Pu-lang Pisau yang berfungsi 
jaringan mitra strategis dalam pe- sarana dan prasarana penunjang sebagai pusat informasi in-vestasi clan 
nanaman modal. bagi DPMPTSP Kabupa-ten Gunung investasi daerah. 

5. Pengaturan kegiatan investasi Mas yang berbasis teknologi. 5. Adanya koordinasi dengan pihak KPPU 
strategis dan berkualitas, dengan 4. Membentuk satu unit kerja pada dalam merancang format baku persaingan 
menekankan pada peningkatan nilai DPMPI'SP Kabupaten Gunung Mas usaha di Kabupaten Gunung Mas. 
tambah, peningkatan investasi di yang berfungsi sebagai pusat infor- 6. Adanya jejaring kemitraan usaha baik 
sektor prioritas clan pengembangan masi investasi dan investasi daerah. antar pemerintah daerah dengan para 
wilayah. 5. Melakukan koordinasi ber-sama investor maupun antar investor. 

pihak Komisi Pengawasan Persa-
ingan Usaha (KPPU) dalam meran-
cang format baku persaingan usaha 
di Kabupaten Gunung Mas. 

6. Membentuk jejaring kemitraan 
usaha balk antar pemerintah dae-
rah dengan para investor dan antar 
investor. 

2. Persebaran penanaman 1. Pengembangan pusat-pusat ekono- 1. Membentuk klaster ekonomi 1. Adanya klaster-klaster ekono-mi sektoral 
modal mi, kawasan dan klaster-klaster sektor-al yang potensial di yang potensial di Kabupaten Gunung Mas. 

industri clan pembangunan infra- Kabupaten Gunung Mas. 2. Terbentuknya kutub-kutub klaster 
struktur sampai ke perdesaan. 2. Membentuk kutub-kutub klaster untuk sektor ekono-mi unggulan, seperti 

2. Pengembangan pusat-pusat pertum- sektor ekonomi unggulan, seperti; produksi beras, kerajinan rakyat, 
buhan strategis. produksi beras, kerajinan rakyat, pengembangan produk per-ikanan dan 

3. Pengembangan sumber energi ber- pengembangan produk perikanan, olahannva. dan Hutan Tanaman Industri 
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sumber dari energi baru terba- dan Hutan Tanaman lndustri (HTI). (HTI). 
rukan. 3. Merancang pola arus distribusi 3. Tersedianya pola arus dis-tribusi barang 

4. Pengembangan investasi tidak barang dan jasa yang keluar maupun dan jasa yang keluar maupun masuk 
mengorbankan wilayah produktif masuk lingkup Kabupaten Gunung lingkup Kabupaten Gunung Mas. 
untuk sektor rill dengan tetap Mas. 4. Adanya master-plan pengem-bangan 
mempertimbangkan efisiensi dan terminal dan pela-buhan. 
ketersediaan sumberdaya. 

5. Percepatan pembangunan 4. Merancang master-plan pengem- 5. Tersedianya fasilitas infra-struktur 
infrastruk-tur perkotaan dengan bangan terminal, pergudangan dan untuk daerah-daerah protensial, 
mengem-bangkan pola KPS dan non pelabuhan. khususnya pada kutub-kutub klaster yang 
KPS yang dlintegrasikan dengan 5. Menyediakan fasilitas infrastruktur ada. 
rencana investasi untuk sektor yang untuk daerah-daerah potensial, 6. Tennanfaatkannya sumber-sumber 
strategis. khu-susnya pada kutub-kutub energi altematif dan teknologi 

klaster yang ada, seperti: jalan, terbarukan. 
jembatan, irigasi, terminal, dan 7. Tersedianya sarana dan pra-sarana 
pelabuhan. transportasi yang me-madai, yang 

6. Penggunaan su.mber-sumber energi berfungsi sebagai sarana mobilisasi 
alternatif dan teknologi terbarukan. penduduk serta barang dan jasa. 

7. Penyediaan sarana dan prasarana 
transportasi yang memadai, yang 
berfungsi sebagai sarana rnobilisasi 
penduduk serta baran~ dan jasa. 

3. Fokus pengembangan 1. Meningkatkan produksi dan mem- 1. Membuat terobosan melalui penggu- 1. Terdapatnya regulasi daerah yang 
pangan, infrastruktur, dan perbaiki pemasaran produk pangan. naan model swastanisasi agn'bisnis melindungi pemanfaatan lahan pertanian 
energi 2. Meningkatkan kepastian dalam seperti penerapan BUMP. pangan secara berkelanjutan. 

melindungi lahan pertanian pangan 2. Melakukan kerjasama dengan pihak 2. Terdapatnya tambahan jaring-an irigasi 
secara berkelanjutan. swasta sebagai konsumen utama yang terpelihara. 

3. Membuka dan mencetak lahan produk pangan yang dihasilkan 3. Terdapatnya regulasi daerah yang menjadi 
sawah yang baru. petani. pegangan hu-bungan kerjasama antara 

4. Meningkatkan kualitas dan 3. Membangun dan memeliharaja- pe-tani pangan dengan konswnen 
kuantitas jaringan irigasi. ringan irigasi lahan pasang surut. perusahaan swasta. 

5. Memperkuat kelembagaan di tingkat 4. Mengusulkan regulasi daerah bagi 4. Adanya komitmen pemerintah daerah 
petani dan memperbaiki struktur perlindungan lahan pertanian untuk perlindungan dan pemberdayaan 
pemasaran produk pangan. pangan. petani. 

6. Menggali sumber energi altematif 5. Membangun kerjasama yang lebih 5. Terdapatnya pola kerjasama antara petani 
dari produk pertanian. terstuktur untuk memperkuat posisi skala kecil dengan perusahaan tujuan 

petani dalam kemitraan usaha pasar produk pangan. 
petemakan. 

6. Melakukan kajian dan ujicoba pe-
manfaatan su.mber enenri alternatif 



4. Penanaman modal yang 
berwawasan lingkungan 

1. Menetapkan bidang pangan, infra
struktur, dan peJayanan jasa seba
gai isu strategis dalam penyediaan 
dan pengembangan kualitas dan 
kuantitas investasi. 

2. Menentukan wilayah yang clikem
bangkan dengan mempertimbang
kan isu strategis sebagai fokus 
pembangunan wilayah Kabupaten 
Gunung Mas sejalan RUTWK dan 
RUTR Provinsi Kalimantan Tengah 
dan nasional. 

3. Sinergitas kebijakan pembangunan 
daerah dan program pembangunan 
lingkungan hidup, khususnya pro
gram pengurangan emisi gas 
ru-mah kaca dan pencegahan 
keru-sakan keanekara.gaman hayati. 

4. Peningkatan penggunaan teknologi 
dan proses produksi yang ramah 
lingkungan secara terintegrasi, dari 
hulu sampai hilir. 

5. Pengembangan wilayah yang mem
perhatikan tata ruang dan daya 
dukung lingkungan. 
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yang bersumber dari produk dan 
limbah oroduk oanmm. 

1. Pemanfaatan dan penggunaan tek
nologi terbarukan dalam pengem
bangan unit-unit usaha yang berba
sis lingkungan. 

2. Prioritas pemanfaatan sum-ber 
energi altematif, seperti; pembangkit 
listrik tenaga air dan tenaga swya. 

3. Pemanfaatan energi bio gas dalam 
proses produksi pada unit usaha 
investasi. 

4. Melakukan koordinasi dengan sektor 
pariwisata daJam penetapan kutub 
produksi agar terjadi aliansi antar 
sektoral, dengan tetap mengacu pada 
RUTRK. 

5. Merumuskan dan menetap-kan 
aturan baku mengenai mekanisme 
pananaman modal yang sederhana 
namun tetap berwawasan ling
kungan. 

6. Melakukan kajian terhadap dampak 
lingkungan atas kegiatan yang 
berorientasi usaha dalam rangka 
investasi. 

7. Penyiapan infrastruktur daerah guna 
mempermudah investor daJam 
memulai dan meJaksanakan usaha. 

1. Tersedianya infrastruktur inves-tasi yang 
berwawasan ling-kungan. 

2. Tersedianya acuan baku mengenai 
mekanisme investasi di Kabupaten 
Gunung Mas yang sederhana dan praktis 
sehingga dapat memudahkan investor 
untuk berinvestasi. 

3. Tercapainya efektifitas dan efisiensi 
produktivitas usaha melalui penggunaan 
tehnologi terbarukan yang ramah 
lingkungan 

4. Termanfaatkannya sum.her energi 
altematif yang ramah lingkungan dalam 
proses pro-duksi. 

5. Tersedianya kutub-kutub ka-wasan usaha 
produktif yang sesuai dengan naskah 
peren-canaan lain RUTRK. 



5. Pemberdayaan Usaha 
Mikro,Kecil,Menengah,dan 
Koperasi (UMKMK) 

1. Pemberdayaan usaha lembaga eko
nomi masyarakat perdesaan. 

2. Penumbuhan lingkungan usaha 
yang kondusif. 

3. Pengembangan fasilitas pembiayaan 
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1. Pembentukan lembaga keuangan 
perdesaan berdasarkan swadaya 
masyarakat. 

2. Pembentukan lembaga monitor
ing dan evaluasi hasil produksi. 

3. Pembentukan lembaga penjamin 
modal masyarakat. 

4. Pembentukan kelompok kerja 
masyarakat perdesaan untuk tiap 
komoditas. 

5. Pembentukan kelompok usaha 
permanen masyarakat perdesaan 
untuk pengendalian jumlah dan 
mutu hasil produksi. 

1. Identifikasi unit-unit usaha potensial 
2. Identifikasi dan analisis kelayakan 

pendirian indusbi potensial yang 
relevan dengan komoditas unggulan. 

3. Membentuk forum kemitraan antara 
pelaku ekonomi utama, pedagang 
pengumpul, dan indusbi terkait. 

4. Menjalin kemitraan dengan produ
sen penghasil komoditas sejenis 
dari daerah lain. 

5. Penyediaan sistem informasi usaha 
(e-commerce for small business). 

6. Pelaksanaan pendidikan dan pela
tihan e-commerce bagi masyarakat. 

7. Penyediaan sarana dan prasara
na jaringan infonnasi Oaringan 
internet, dan lainnya). 

1. Studi kelayakan dan pendirian Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) milik 
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. 

2. Pendirian Lembaga Keuangan Mikro 
(LKM) yang dapat menjamin pembi
ayaan usaha masyarakat. 

3. Pendirian Lembaga Konsultan Keu
ane:an Mitra Bank (KKMBl vane: 

Tersedianya lembaga ekonomi masyarakat 
perdesaan untuk berbagai jenis komoditas 
yang dapat mengakomodir segala kebutuhan 
masyarakat sebagai ujung tombak utama 
pengem-bangan ekonomi daerah. 

1. Terciptanya unit-unit usaha baru. yang 
potensial untuk dikembangkan. 

2. Tersedianya pusat-pusat in-formasi usaha. 
3. Adanya durabllitas penda-naan bagi 

masyarakat se-bagai pelaku ekonomi 
utama. 

4. Adanya jaringan sistem in-formasi 
jaringan usaha yang compatible. 

Tersedianya lembaga keuangan dan lembaga 
independen penja-min pembiayaan bagi 
masyarakat yang bertugas sebagai mitra 
usaha. 



6. Pemberian fasilitas, 
kemudah-an, dan/atau 
insentif penanam-an modal 

4. Fasilitasi pemasaran UMKMK 

1. Pemberian lnsentif dan sanksi untulc 
mendorong daya saing dan iklim 
yang kondusif untulc berinvestasi. 

2. Pemberian fasilitas, kemudahan, 
dan/atau insentif investasi diberi
kan untulc industri pionir dan 
prioritas tinggi. 

3. Pemberian fasilitas, kemudahan, 
dan/atau insentif investasi yang 
mendorong upaya-upaya pelestarian 
lingkungan hidup. 

4. Pemerintah daerah dapat membe
rikan insentif berupa pajak daerah 
dan kemudahan lainnya. 
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difasilitasi oleh pemerintah daerah. 
4. Perumusan program bantuan mo

dal usaha bagi masyarakat yang 
diperkuat oleh remllasi daerah. 

1. Melakukan identifikasi terhadap 
konsumen-konsumen potensial. 

2. Menjalin kerjasama dengan industri
industri potensial. 

3. Menjalin kerjasama dengan konsu
men akhir dari dalam dan luar 
daerah. 

4. Menciptakan brand commodities. 
5. Menciptakan keunikan produk/ko

moditas lokal. 
6. Membukajaringan ekspor. 

1. Penyiapan fasilltas pendukung 
investasi seperti; perhotelan, listrik, 
air, perbankan dan sistem komu
nikasi. 

2. Penjaminan faktor keamanan dalam 
berinvestasi. 

3. Penataan lokasi-lokasi wisata. 
4. Pelayanan terpadu satu pintu di bi

dang investasi. 
5. Sistem pelayanan informasi dan 

perizinan investasi secara elektronik. 
6. Pengurangan, keringanan, atau pem

bebasan pajak daerah. 
7. Pengurangan, keringanan, atau pem

bebasan retribusi daerah. 
8. Pemberian dana stimulan; dan/atau 

pengadaan bantuan modal. 
9. Penyediaan data dan informasi pe

luang investasi. 
10. Penyediaan sarana dan prasarana 

investasi. 
11. Penyediaan lahan atau lokasi. 
12. Pemberian bantuan teknis: 

Adanya jalur distribusi basil pemasaran 
produk unggulan yang efektif dan efisien 
serta meng-untungkan semua pihak. 

1. Tersedianya fasilitas pendu-kung investasi 
seperti perho-telan, listrik, air, perbankan, 
dan sistem komunikasi. 

2. Terjaminnya faktor keamanan dalam 
berinvestasi. 

3. Adanya kebijakan daerah yang menjamin 
kemudahan berin-vestasi di Kabupaten 
GunungMas. 
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dan/atau percepatan pemberian 
perizinan. 

7. Promosi penanaman modal 1. Program penyebarluasan infonnasi 1. Membentuk pusat promosi daerah 1. Tersedianya pusat promosi daerah 
potensi dan peluang investasi Kabupaten Gunung Mas yang ber- Kabupaten Gunung Mas yang berfungsi 
secara terfokus, terintegrasi, inovatif, fungsi menyebarluaskan potensi- me-nyebarluaskan potensi inves-tasi 
dan berkelanjutan. potensi investasi daerah. daerah yang tersedia dan potensial. 

2. Program penciptaan Kabupaten 2. Merancang media promosi investasi 2. Tersedianya rancangan me-dia 
Gunung Mas sebagai kabupaten daerah melalui pemanfaatan tek- promosi investasi dae-rah melalui 
investasi. nologi yang mudah diakses oleh pemanfaatan tek-nologi yang mudah 

3. Program pencapaian target in- seluruh investor domestik maupun diakses oleh seluruh investor domestik 
vestasi dan investasi yang telah asing. maupun asing. 
ditetapkan melalui media promosi. 3. Melakukan kegiatan-kegiatan buda- 3. Terlaksananya kegiatan bu-daya yang 

4. Peningkatan peran koordinasi pro- ya yang berskala international yang berskala nasional dan international yang 
mosi investasi. berfungsi sebagai media promosi ber-fungsi sebagai media promosi potensi 

5. Program penguatan peran fasilitasi potensi daerah. daerah. 
basil kegiatan promosi secara pro- 4. Merancang strategi pemasaran yang 4. Adanya koordinasi antara instansi-
aktif. terfokus. instansi terkait baik dalam lingkup 

5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Ka-bupaten Gunung Mas 
instansi-instansi terkait dalam maupun instansi vertikal lain dalam 
lingkup Pemerintah Kabupaten hal promosi investasi. 
Gunung Mas dan instansi vertikal 
lain dalam hal oromosi investasi. 
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Tabel 7.2. Tahapan Pelaksanaan RUPM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 - 2025 

NO. A.RAH KEBIJAKAN 

1. Perbaikan iklim 
penanaman modal 

PROGRAM 

1. Penguatan kelembagaan DPMPTSP 
Kabupaten Gunung Mas. 

2 . Pengaturan arah kebijakan prioritas 
pembangunan yang dapat menjamin 
peningkatan produktivitas dan inovasi 
secara berkelanjutan. 

3. Pengaturan perizinan dan non 
perizinan yang mempertimbangkan 
klasifikasi wilayah dalam rangka 
mendorong persebaran dan 
pemerataan investasi. 

4. Pengaturan persaingan usaha dan 
jaringan mitra strategis dalam pe
nanaman modal. 

5. Pengaturan kegiatan investasi strategis 
dan berkualitas, dengan menekankan 
pada peningkatan nilai tambah, 
peningkatan investasi di sektor 
prioritas dan pengembangan wilayah. 

KEGIATAN SKPD 
PELAKSANA 

1. Pembuatan, monitoring dan evaluasi DPMPTSP 
standar pelayanan minimal untuk 
investasi daerah sesuai dengan 
standar baku yang ada dan tuntutan 
dunia usaha. 

2 . Penyiapan, monitoring dan evaluasi DPMPTSP 
kualitas surnberdaya manusia pada 
DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas 
yang terampil dan mampu 
beradaptasi serta tanggap terhadap 
kebutuhan investor. 

3. Penyiapan, monitoring dan evaluasi DPMPTSP 
sarana dan prasarana penunjang 
bagi DPMPTSP Kabupaten Gunung 
Mas yang berbasis teknologi. 

4. Membentuk satu unit kerja pada DPMPTSP 
DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas 
yang berfungsi sebagai pusat 
informasi investasi dan investasi 
daerah. 

5. Melakukan koordinasi bersama DPMPTSP 
pihak Komisi Pengawasan 
Persaingan Usaha (KPPU) dalam 
merancang format baku persaingan 
usaha di Kabupaten Gunung Mas. 

6. Membentuk jejaring kemitraan 
usaha baik antar pemerintah 
daerah dengan para investor dan 
antar investor. 

DPMPTSP 

TAHUN 
PELAKSANAAN 

(INDIKATIFl 
20 19 

2019 

2019 

2019 

2019-2020 

2019 - 2020 
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2. Persebaran 1. Pengembangan pusat-pusat ekonomi, 1. Membentuk klaster ekonomi BP3D 2019 
penanaman modal kawasan dan klaster-klaster industri sektoral yang potensial di 

dan pembangunan infrastruktur Kabupaten Gunung Mas. 
sampai ke perdesaan. 2. Membentuk kutub-kutub klaster BP3D 2019 

2. Pengembangan pusat-pusat sektor ekonomi unggulan, seperti; 
pertumbuhan strategis. produksi beras, kerajinan rakyat, 

3. Pengembangan sumber energi ber- pengembangan produk perikanan, 
sumber dari energi baru dan Hutan Tanaman Industri (HTI). 
terbarukan. 3. Merancang pola arus distribusi BP3D 2019 

4. Pengembangan investasi tidak barang dan jasa yang keluar maupun 
mengorbankan wilayah prod.uktif masuk lingkup Kabupaten Gunung 
untuk sektor rill dengan tetap Mas. 
mempertimbang-kan efisiensi dan 4. Merancang master-plan PU 2019 
ketersediaan sumber-daya. pengembangan terminal, 

5. Percepatan pembangunan infrastruk- pergudangan dan pelabuhan. 
tur perkotaan dengan mengem- 5. Menyediakan fasilitas infrastruktur PU 2019-2028 
bangkan pola KPS dan non KPS yang untuk daerah-daerah potensial, 
diintegrasikan dengan rencana khususnya pada kutub-kutub klaster 
investasi untuk sektor yang strategis. yang ada, seperti: jalan, jembatan, 

irigasi, terminal, dan pelabuhan. 
6. Penggunaan sumber-sumber energi Setda 2019- 2020 

altematif dan teknologi terbarukan. 
7. Penyediaan sarana dan prasarana PU 2019 - 2028 

transportasi yang memadai, yang 
berfungsi sebagai sarana mobilisasi 
oenduduk serta barane: dan iasa. 

3. Fokus pengembangan 1. Meningkatkan produksi dan 1. Membuat terobosan melalui DPKP 2019 
pangan, infrastruktur, memperbaiki pemasaran produk penggunaan model swastanisasi 
dan energi pangan. agribisnis seperti penerapan BUMP. 

2. Meningkatkan kepastian dalam 2. Melakukan kerjasama dengan pihak DPKP 2019 -2020 
melin-dungi lahan pertanian pangan swasta. sebagai konsumen utama 
secara berkelanjutan. produk pangan yang dihasilkan 

peta.ni. 
3. Membangun dan memelihara PU 2019- 2028 

3. Membuka dan mencetak lahan sawah jaringan irigasi lahan pasang surut. 
yangbaru. 4. Mengusulkan regulasi daerah bagi DPKP 2019- 2020 

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan lahan pertanian 
jaringan irigasi. pangan. 

5. Memperkuat kelembagaan di tingkat 5. Membangun kerjasama yang lebih DPKP 2019-2020 
oetani dan memoerbaiki struktur terstuktur untuk memoerkuat oosisi 
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pema-saran produk pangan. petani daJam kemitraan usaha 
6. Menggali sumber energi altematif dari petemakan. 

produk pertanian. 6. Melakukan kajian dan ujicoba DPKP 2020 - 2020 
pemanfaatan sumber energi altematif 
yang bersumber dari produk dan 
limbah oroduk oanli!an. 

4. Penanaman modal 1. Menetapkan bidang pangan, 1. Pemanfaatan dan penggunaan BP3D / DLH 2020 
yang berwawasan infrastruktur, dan pelayananjasa teknologi terbarukan dalam 
lingkungan sebagai isu strategis dalam pengembangan unit-unit usaha 

penyediaan dan pengembangan yang berbasis lingkungan. 
kualitas dan kuantitas investasi. 2. Prioritas pemanfaatan sumber BP3D / Setda /PU 2019 

2. Menentukan wilayah yang energi altematif, sepert: 
dikembangkan dengan pembangkit listrik tenaga air dan 
mempertimbangkan isu strategis tenaga swya. 
sebagai fokus pembangunan 
wilayah Kabupaten Gunung Mas 
sejalan RUTWK dan RUTR 3. Pemanfaatan energi bio gas BP3D / Setda 2020 
Provinsi KsHrnsntan Tengah dan dalam proses produksi pada 
nasional. unit usaha investasi. 

3. Sinergitas kebijakan 4. Melakukan koordinasi dengan BP3D / 2019 
pembangunan daerah dan sektor pariwisata dalam DISPARPORA/ 
program pembangunan penetapan kutub produksi agar PU/Setda 
lingkungan hidup, khususnya terjadi aliansi antar sektoral, 
program pengurangan emisi dengan tetap mengacu pada 
gas rumah kaca dan RUTRK. 
pencegahan kerusakan keaneka- 5. Merumuskan dan menetapkan DPMPTSP 2020 
ragaman hayati. aturan baku mengenai 

4. Peningkatan penggunaan mekanismc pananaman modal 
telmologi dan proses produksi yang sederhana namun tetap 
yang ramah lingkungan secara berwawasan lingkungan. 
terintegrasi, dari hulu sampai 6. Melakukan kajian terhadap DLH 2019 
hilir. dampak lingkungan atas 

5. Pengembangan wilayah yang kegiatan yang berorientasi usaha 
mem-perhatikan tata ruang dan dalam rangka investasi. 
daya dukung lingkungan. 7. Penyiapan infrastruktur daerah PU 2019-2028 

fllllla mempermudah investor 
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cla1am memulai clan 
melaksanakan usaha. 

5. Pemberdayaan 1. Pemberdayaan usaha lembaga 1. Pembentukan lembaga DPMD 2020 
Usaha Milao, Kecil, ekonomi masyarakat perdesaan. keuangan perdesaan 
Menengah,dan berdasarkan swadaya 
Koperasi (UMKMK) masyarakat. 

2. Pembentukan lembaga Disperindag 2019-2020 
monitoring dan evaluasi basil 
produksi. 

3. Pembentukan lembaga penjamin DISTRANSKOP dan 2020 
modal masyarakat. UMKM 

4. Pembentukan kelompok kerja 
masyarakat perdesaan untuk tiap DPMD 2020 
komoditas. 

5. Pembentukan kelompok usaha 
permanen masyarakat perdesaan DPMD / Disperindag 2020 
untuk pengendalian jumlah clan 
mutu basil produksi. 

2. Penumbuhan lingkungan usaha 1. Identifikasi unit-unit usaha Disperindag 2019 
yang kondusif. potensial 

2. Identiflkasi dan analisis Disperindag 2020 
kelayakan pendirian industri 
potensial yang relevan dengan 
komoditas unggulan. 

3. Membentuk forum kemitraan DISTRANSKOP dan 2020- 2019 
antara pelaku ekonomi utama, UMKM 
pedagang pengumpul, dan 
industri terkait. 

4. Menjalin kemitraan dengan Disperindag / 2019-2019 
orodusen nen2hasil komoditas DISTRANSKOP dan 



3. Pengembangan fasilitas 
pembiayaan 

4. Fasilitasi pemasaran UMKMK 
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sejenis dari daerah lain. 
5. Penyediaan sistem informasi 

usaha (e-commerce for 
small business). 

6. Pelaksanaan penclidikan dan 
pelatihan e-commerce bagi 
masyarakat. 

7. Penyediaan sarana dan 
prasarana jaringan infonnasi 
(iarine:an internet dan lainnva). 

1. Stucli kelayakan dan penclirian 
Bank Perkreclitan Rakyat (BPR) 
milik Pemerintah Kabupaten 
GunungMas. 

2. Penclirian Lembaga Keuangan 
Mikro (LKM) yang dapat 
menjamin pembiayaan usaha 
masyarakat. 

3. Penclirian Lembaga Konsultan 
Keuangan Mitra Bank (KKMB) 
yang clifasilitasi oleh pemerintah 
daerah. 

4. Perumusan program bantuan 
modal usaha bagi masyarakat 
yang cliperkuat oleh regulasi 
daerah. 

1. Melakukan identifikasi 
terhadap konsumen-konsumen 
potensial. 

2. Menjalin kerjasama dengan 
industri-industri potensial. 

3. Menjalin kerjasama dengan 
konsumen akhir dari dalam dan 

UMKM 
Disperindag / 
DISTRANSKOP dan 
UMKM 
Disperindag 

Diskominfo-SP 

BPKAD 

DISTRANSKOP dan 
UMKM 

BPKAD 

Setda 

Disperindag 

Disperindag 

Disperindag 

2020 

2020 

2019 

2019 

2020 

2020 

2019 

2019 

2020 

2020 
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luar daerah. 
4. Menciptakan brand commodities. Oisperindag 2019-2028 

5. Menciptakan keunikan Disperindag 2019 - 2028 

produk/komoditas lokal. 
6. Membuka iarine:an eksoor. 

6. Pemberian fasilitas, 1. Pemberian Insentif dan sanksi 1. Penyiapan fasilitas pendukung Lintas perangkat 2019-2020 
kemudahan, untuk mendorong daya saing dan iovestasi seperti; perhotelan, daerah 
dan/ atau iosentif ildim yang kondusif untuk listrik, air, perbankan dan sistem 
penanaman modal berinvestasi. komunika.si. 

2. Pemberian fasilitas, kemudahan, 2. Penjamioan faktor keamanan Kesbang-Pol / 2019-2028 
dan/ atau iosentif iovestasi clalam berinvestasi. Satpol-PP 
diberikan untuk iodustri pionir 3. Penataan lokasi-lokasi wisata. OISPARPORA 2019-2028 
dan prioritas tioggi. 

3. Pemberian fasilitas, 
kemudahan, dan/ atau insentif 4. Pelayanan terpadu satu pintu di OPMPTSP 2019-2028 
investasi yang mendo-rong bidang investasi. 
upaya-upaya pelestarian 5. Sistem pelayanan informasi dan OPMPTSP 2019-2028 
lingkungan hidup. perizinan investasi secara 

4. Pemerintah daerah dapat elektronik. 
memberikan insentif berupa pajak 6. Pengurangan,keringanan,atau BPPRO 2019 - 2028 
daerah dan kemu-dahan lainnya. pembebasan pajak daerah. 

7. Pengurangan, keringanan, atau BPPRO 2019-2028 
pembebasan retribusi daerah. 

8. Pemberian dana stimulan; Perbankan / 2019-2028 
dan/ atau pengadaan bantuan OISTRANSKOP dan 
modal. UMKM 

9. Penyediaan data dan informasi DPMPTSP 2019 - 2028 
peluang investasi. 

10. Penyediaan sarana dan Lintas perangkat 2019 -2028 
prasarana investasi. daerah 

11. Penyediaan lahan atau lokasi. Dinas Kehutanan 2019 - 2028 
dan Pertanahan 

12. Pemberian bantuan teknis· 



- 85 -

rum/ atau percepatan pemberian DPMPI'SP 2019 -2028 
perizinan. 

7. Promosi 1. Program penyebarluasan 1. Membentuk pusat promosi DPMPI'SP 2019- 2028 
penanaman modal informasi potensi rum peluang daerah Kabupaten Gunung Mas 

investasi secara terfokus, yang berfungsi menyebarluaskan 
terintegrasi, inovatif, dan berke- potensi-potensi investasi daerah. 
lanjutan. 2. Merancang media promosi DPMPI'SP 2019-2028 

2. Program penciptaan Kabupaten investasi daerah melalui 
Gunung Mas sebagai kabupaten pemanfaatan teknologi yang 
investasi. mudah diakses oleh seluruh 

3. Program pencapaian target investor domestik maupun asing. 
investasi dan investasi yang 3. Melakukan kegiatan-kegiatan DPMPI'SP 2019-2028 
telah ditetapkan melalui media budaya yang berskala 
promosi. international yang berfungsi 

4. Peningkatan peran koordinasi sebagai media promosi potensi 
promosi investasi. daerah. 

5. Program penguatan peran 4. Merancang strategi pemasaran DPMPI'SP 2019 
fasilitasi hasil kegiatan promosi daerah yang terfokus. 
secara proaktif. 5. Melakukan koordinasi dengan DPMPI'SP 2019 - 2028 

instansi-instansi terkait dalam 
lingkup Pemerintah Kabupaten 
Gunung Mas dan instansi vertikal 
lain dalam hal promosi investasi. 



BABVlll 
PENUTUP 

Penyusunan RUPMK Tahun 2018-2025 menjadi pendorong 
pembangunan dan penanaman modal yang berkualitas dan 
berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Gunung Mas 
yang sejahtera. 

Keberhasilan pelaksanaan RUPMK Tahun 2018-2025 ditentukan 
oleh dukungan yang solid seluruh pemangku kebijakan di Pusat, 
Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas. Kerjasama 
yang kuat antar lini, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten 
Gunung Mas juga kemitraan dengan pihak swasta, diharapkan akan 
mewujudkan Kabupaten Gunung Mas yang memberikan jaminan 
investasi yang menguntungkan bagi investor. 

Semoga dengan tersusunnya RUPMK Tahun 2018-2025 
penyelenggaraaan penanaman modal Kabupaten Gunung Mas yang 
mempunyai VISI yaitu "Mewujudkan Penanaman Modal Yang Berdaya 
Saing, Mandiri, Berkeadilan dan Ramah Lingkungan" dengan 5 (lima) 
macam misi yaitu: 
a. meningkatkan kualitas dan kelengkapan regulasi penanaman 

modal daerah yang berkeadilan dan ramah lingkungan; 
b. meningkatkan penanaman modal dalam infrastruktur untuk 

menciptakan kemandirian pangan dan energi; 
c. mewujudkan Iklim yang kondusif dan berdaya saing untuk 

pengembangan dan peningkatan penanaman modal; 
d. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemandirian 

penanaman modal untuk menciptakan kenyamanan dan 
kemudahan berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi 
Kalimantan Tengah; dan 

e. mengembangkan potensi daya tarik penanaman modal untuk 
menjadi penyokong utama dalam pertumbuhan dan kegiatan 
perekonomian daerah, 

sehingga RUPMK dapat diwujudkan dengan optimal pada periode 
tahun 2018-2025. 

MAS, 


